RISALAH LENGKAP

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

MASA PERSIDANGAN : 1, 1,11l
TAHUN SIDANG : 2023
HARI / TANGGAL : Rabu, 29 Maret 2023
: Senin, 03 April 2023
: Selasa, 12 September 2023

DIKELUARKAN OLEH :
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA



TN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

RISALAH RAPAT PARIPURNA

Tahur Sidang : 2023

Masa Sidang I

Jenis Rapat . Rapat Paripuma

tifat Rapat : Terbuka

Harf Tangga! : 12 September 2022

Jam + 1000 WIB s/d selesai

Ternpat : Gedung Graha Paripuma DPRD Kota Surakarta
Acara :

‘FARIPURNA KE - 4
1. Raperda lentang Perubahan APBD Kota Surgkarta Tahun Anggaran 2023
2. Raperda Tentang Pajak Daerah dan Fetribusi Daarah
Cangan Acara Pokok !
» Laporan Hasif Pembahasan;
# Persetyjuan Bersama; dan
» Pendapat Akhir Walikota.

PIMPINAN RAPAT = Budi Prasetyo, 5.505., MAF, - Ketua DPRD

SEKRETARIS 2 Kinkin Sultanul Hakim - Sakmetatis DPRD

HADIR :

I. - DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA

1. Budi Prasetyo, 5.50s5, M.AP. PO Perjuandan
2. H. 5ugeng Rivante, 5.5, Partai Keadilan Sejahtera
3 Drs. Taufiqurrahman GOLKAR-PSI
4. Drs. H. Achmad Sapar, M.M. PAN-GERINDRA,
5%  ¥F. S5ukasno, 5.4, MH. FTM Parjuangdn
&. Roro Indradi Sarwo Indah, S.H. PO Perjuangan
7. Eky Isworo, 5.H., M.H. PDI Parjuangan
B. Suyatno PCI Perjuangan
9. Ekya 5ih Hananto, 5.H., M H. FDI Perjuangan
10.  Jugg Agung Ruwanto PDI Perjuangan



11. Indriani, S.E. PDI Perjuangan

12, Siti Muslikah, 5.505, M.A P, FDI Perjuangan

13. Wahyu Haryanto, 5.E., Ak. CA. PDI Perjuangan

14. Janjang Surmaryono Aji, S.P. FDI Perjuanagan

1%, Suharsono, S5.H., MH. FDI Perjuangan

16.  Slamet Widodo, 5.H. PO Perjuangan

17.  Ray Sapulra PCI Perjuangan

18. Tk Nurhayatl, 5.H. P Perjuangan

19. Anna Budiarti, 5.PAK. FLH Perjuangan

20, Wawanto, S.H. FDI Perjuangan

21, Suwanto POL Perjdangdn’
22 Tri Hono Setyo Putro, A Md. PO F'Eljl'.la'mjéln

23. Handa Hendarin ‘P[}If-‘érjﬁangan

24. Yulianto Indramoko { F'DI Perjuangan

?5. Eiizabeth Pudjiningati “\, DI Perjuangan

26, Lim Purwanto, 5.H. { A PDI Perjuangan

27 Dinar Retna Indrasari, A Md. . ; 4 FDI Parjuardan

28, Dyah Retno Pratiwi, 5.50s., M.LKamt. / FDI Perjuangan

259. Terty Maharani Gunawati, S.Th{” PDI Petjuangan

30. H. Asih Sunjoto Putra, $.5i or g Partai Keadilan Sejahtera
31, Muhadi Syahroni, ST ‘ Partan Keadilan Sejabiters
32. Didik Hermawan?S.Pd. / Pattai Keadilan Sejahtera
33. H. Muhammad Al Amin, 5.E. FAN-GERINDEA

34, Yudha 5in§u~liiyantﬂ; SH. FAN-GERINDRA

35, Ardianko Kuswinarng, S.H, PAN-GERINDRA

36.  HrAgus Setiawan, S.H. FaN-GERINDRA
37~ In N Margono, M.M. COLKAR-PS]

48 “Agus Nuryanto, S.Pd. COLKAR-PSI

36, Antonius Yogo Prabowo GOLKAR-PSI

II. DARI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA ;
1. Wakil Walikota, Para Pejabat Eksekutiff TAPD di Lingkunogan Pemerinkah £oI3
Surakarta.
2. Wartawan Media Cetak.



TIDAK / BELUM HADIR DARI ANGGOTA DPRD KOTA SURAKARTA :

1. Drs Paulus Haryato - F. PDI Perjusangan
2. Sivester Ronny Kamtoro, 5.H. - F. PDI Perjuangan
3. Ginda Ferachtriiwan, 5.E,, M.l - F. PDI Perjuangan
4,  Hartant, 5.E, - F. FDI Perjuangan
5. H. Abdul Ghofar Ismail, 5.5i. - F. Partai Keadilan 5ejahtera
6.  Agung Harsakti Pancasila Putra - F. PAN-GERINDRA



JALANNYA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGHKA
1. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD HMOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023
2. RAPERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Rapat dibuka Pukul - 10.00 WB.

FPIMPINAN RAPAT :

Yih, Sdr. Wali Kota dan Wakil Wali Kata Surakara.
Yang kami hormati

Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan. b '
Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerinlah Kota Surakarta, *
Rekan-rekan wartawan dan media elektronik dan madia cetak, s:eftelﬁédinn tarmu
undangan yang berbahagia, » N\
Assalzmu’alaikom Warchmatulfohi Wabarokatult.
Salam Pancasiia i 7~ N\J
Salam sejahtera bagi kila semua. ’ ’ :
Puiji syukur marilzh kita panjatkan kehadicat'Adlah SWT. atas karunia dan rahmal-
Nya yang telzh divmpahkan kepada kita sekalian, sa“hingga kita masih dapat bersama-
sama mendgikuti RBapat Paripuna Dewan p%da H&r ni dalam keadaan sehat wal afiat.
Kepada seluruh tamu undamgan “kami sampeikan lerima kasih yang telsh
berkenan meluangkan wakiunya mengikuti jalannya Rapst Parpuma Dewsn pada han
ini. Sebelum Rapat Paripuma kami nyalakan dibuka, kepada S5dr. Sekretaris Dewan
digersitahkan untuk rnelap:;-rkan kehadiran Anggota Dewan sesual dengan daftar hadir
yang telah ditandatadganiy d persilahkan.

EEI{HEI'IFI':IE_{D_EHD :

Yih Pimpir:anﬂapﬁt, Pimpinan dan Anggota Dewan beserla hadirin yang kami harmati,
.I-(arni‘ «iaporkan  bahwa Rapat Panpwma DPRD  Kota Surakarta  yang

diselénggaréhan pada han ini Selasa tanggal 12 September 2023 dihadin ckeh 33 grang

Anggota Dewan, yang tidak hadir 6 orang Anggola Dewan.

Adapun nama Anggola Dewan yang tidak / belum hadir adalah sebagai berikut

1. Drs. Paulus Haryoto - Ljin
2. Silvester Ronny Kamtoro, 5.H. - Ijin
3. Ginda Ferachiriawan, 3.E., M5, - Ijin
4, Harant, %.E. - Ijin
5. H. Abdul Ghofar Ismall, 8.51. - Ijin
6. Agung Harsakti Pancasila Pulra - Ljin

Demikian laporan Presensi hadir Angaota Dewan,

-4 -



PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Sdr. Sekretaria Dewan vang telah melaporkan kehadiran
Anggota Dewan Sebagaimana telsh dibacakan oleh S5dr Sekretans Dewan dan 45
Anggota Dewan, 12lah hadir sebanyak 32 Anggota Dewan.

Sezua dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daarah Kota Surakaria
Nomot 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Kota
Surakarta Pasal 136 ayat (1) huruf b dissbuikan bahwa “Rapat Parpuma memenuht
kuorum apabila rapsl dihadint ofelt pating sedikit <4 {dua perliga) dan jurmiah Anggota
OERD uniuk memberheniikan Pimpiran DPRD seria umtvk menelaphan Perda dan
ARPBD"

Dengan demikian berdasarkan kehadiran Anggota Dewan tersabul "Hapat
Paripurna ini telah memenuhi Kuararn. L %
Untuk itu, Rapat Paripumna pada har ini Selasa tanggal 12 Eaptamher 2023, saya
nyata kan dibuka dan terbuka untuk umum. AN

{Katok Paly Jx)
Sidang Dewan yang saya hormat], ' %

Berdasarkan Pasal 5% ayat (1) huruf d UndangilJnﬁang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang MNegara serta Lagu Kebangsaan
disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan Wajib dlpardangarkan danfatau dinyanyikan
dalam acara pembukaan sidang Paripurha MER, DPR, dan DPRD".

Berkaitan dengan iy, fjinkan kami mengaiak selurub hadirin untuk berdir
menyanyikan lagu ebangsaan Indonesia Raya,
~  Hadinn dimehon berdid’ )

MENYANYIKAN
LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

&

2 Hedirin dr'pemr’!aﬁkan urttuk duduk kembalk

'FIHIPIHA'I"I. jl}ll"‘l'l’ :
E.tpﬂ Paripurna Dewan dan hadirin yang Kkami hormati,
Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 21 Agustus 2023

dengan Catatan Rapat Momor 07/BM-DPRD/MVINZ0Z3, telah dijadwalkan Rapai
Paripuma Dewan pada hari im Selasa tanggel 12 September 2023 dengan agenda :
*PARIPURNA KE - 4

1. Raperda tentang Parubshan APBD Kota Surakana Tahun Anggaran 2023

2. Raperda Tenlarg Pajak Daerah dan Retribus Oaerah
Dengan Acara Pokok :

# Laporan Hasil Pembahasan;

# Persetujuan Barsama; dan

» Pendapat Akhir Whalikota,



PIMFINAN RAPAT :

Rapat Parlpurna Dewan dan hadirin yang kami hormatl,

Berdasarkan Peraturan Dewsan Parwakilan Rakyat Dazrah ¥ola Surakarta
Momor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tartib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Surakarta Pasal 11 ayat (4) huruf a. Disebutkan bahwa :

Pambicaraan Tingkat I melpuli kegiaian:

a.  Fengarmbilan Keputusan dalem rapai panpuma yang didahuiui dengare:

1. Fenyampaian faporan yang bensi proses pembahasen, pendapst fraksi, dan hasy
pembicaraar finghat | oleh pimpinan fomiz, prmpinan gabungan komis, alad
PHrpInan pandia Kusus,

2 Permintaan Persslujyan secera lisan panipman rapat kepada anggc-ra dm'am rapar
panpuma; dan . y

3. Pendspal akhir Walikota ('O

Untuk itu marilah kita fkuti panyampaan Laporan Hasil Pembéﬁa;an atas Raperda
tentang Ferubahan APED Kota Surakarta Tzhun Anggaran 202‘3 dan Raperda Tentang
Pajak Daerah dan Reiribusi Daarah. ﬁ., N\ J

Berdasarkan catatan dari Sekretarial, yang al-ca.h' mei'lyampaihan Laporan Hasil
Pembahasan adalah sebagai berikut a, § :

. ¥th. Sdri. Anna Budiarli, 5 PAK selalm .Juru Bicara Badan Anggaran untuk

menyampaikan Laporan Fembahas.aq Bapéma Tentang Perubahan APBD Kola

Surakarta Tahun Anggaran 2023, :

2. Yth. Sdr. Jugo Agung Humﬁtu sglaku Juru Bicara Pansus Raperds Tentang Pajak

Dacrat dan Retribusi Diae{‘ah."‘ .

““LAPFORNAN HASIL PEMBAHASAN

2

1. Untuk ke&empatan yang pertama, kepada Yth, Sdel. Anna Budiardi, 5.PAK
dlpermlahkan uﬁtuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasen Raperda tentang
F‘embahan APED Kota Surakarta Tabun Anggaran 2023,

Merma kasih disampaikan kepada Yih, Sdn. Anna Budiarti, 5.PAK salaku
Jurt Birara Badan Anggaran yang telah menyampaikan Leporan dan penyerahart

naskatinys.

2. Kesompatan selanjulnya kami persilahkan kepada Yth, 5dr. Jugo Agung Ruwanto
vnluk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus terhadap Raperda
Tentang Pajak Daerah dan Relribusi Dagrah.

Tanma kesih disarmpaikan kepada Yih, Sdr. Jugo Agurg Ruwanto yang telal
menyampaikan laporan pansus dan penyeraban naskehnya.



PIMPINAN RAPAT :

Rapat Perfpurna Dewan dan hadirin yang kami horrtali,

Selanjutnya perlu kami tawarkan kepada forum Rapal Pariputna Dewan yang
terhormat “Apakah Laporan Hasil Pembahasan kedus raperda tersebut dapal ditenma
dan disetujui sebagai dasar untuk dilakukan Perselujuan Bersama anlara Pemerintah
Kota dengan DPRD terhadap -

1. Raperda tenlang Perubahan APBD Kota Surskarla Tahun Anggaran 200237
Atag peranyzan Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWABR : SETLIL
{ Ketok Palu 1x )

2, Raperda Tentany Pajsk Daerah dan Retribusi Daarah?
Atas pertanyasn Pimpinan Rapat, DEWAN MENJAWAE : SETUJL
{ Ketok Palu x )

w4

"

PIMPFINAN RAPAT :

Tefima kasih. N )

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekrdtari®DBwan untuk membacakan
Maskeh Rencangan Keputusan DFRD tentang Perseiujuan atas Laporan Badan
Anggaran tarhadap Raparda tentang Feruhaﬁa'[l"AFED Kota Surakarta Tahun
Anggaran 2023 dan Persetujuan atas ;Lap-'::;rian”F'ansus Raparda Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dasrah, diparsilahiamn:

PEMBACAAN NASKEH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD

e i
-

Disampdikan aleh 5dr. Sekretaris Dewan

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih I-;epfada Sdr. Sekretaris Dewan yang telah membacskan Maskah
Rancangan Eapﬁtqé.an DPRD dimaksud.

Sefénjmnya’ kami mintakan persatujuan kepada seluruh Anggota Dewan yang
tertiormat. ﬁpahah Haskah Rancangan Keputusan DPRD yang telah dibacakan ckeh
Sdr. Séxretaris Dawan dapat diselujui uniuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?”

Atas pertznyaan Fimpinan Repat, DEWAMN MENJAWAB ; SETUIU
{ Ketok Palu 1x)
PIMPINAN RAPAT :
Terma kasih.

Mengacu pada Pasal 8 huruf b dan e LU No. 19 Tahun 2015 lentang Perubahan
Kedua atas U No. 30 Tahun 2002 tentany Komisi Pemberantasan Kompsi]. KPK telah
menatapkan sistem pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintsh daerah
melalu Monidonng Center for Frevention (MCP) dengan melibatkan Kamenteran Dalam
Megeri dan BPFKP.



Berkenaan dengan hal tersebut. kami Pimpingn DPRD dan Walikota akan
menandalangani Pakla Integritas Fengesahan Rencangan APBD Tzhun Anggaran 2024
Pemerintah Kota Surakarta dan juga Berita Acara Persetujuan Bersama atas ponetapan
Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Raperda
Tentang Pajak Dasrah dan Retibuzsi Daerab,

Berdasarkan Kepulusan Wali Kola Surakarta Momor 1311124 Tahun 2023 lentang
Pendelegasian Tugas dan Wewenang Wali Kota kepads Wak) Wali Kota, maka
penandatanganan akan dilaksanakan cleh Pimpinan DPFRD dan Wakil Wah Kota
Surakarta.

Berkenaan dengan hal tersebul, kepada Yih Sdr. Wakit Wali Kata dan Yvakil
Ketua OPRD dipersilakan menempatkan din. N\

Kepada Sekretarial Dewan dipersilahkan untuk mempersiapkan he[engkamannya

s'/

~ Kapagda sagenap haditn kami mohon untuk bendin . 4" A

PENANDATANGANAN BERITA ACARA )\
PERSETUJUAN BERSAMA DAN PARAF H.!.Hl:lHﬁlH FEH.ITI.IH‘AH
DAERAH

A\ ,’

{ Kamudian Penyeranan Banta Acara F’EFE:Eltle;.lEn-EEI‘EaH‘Ia kepada
Yth.Sdr. Wakil Walikota }

~ Hadirin dimohon duduk kembali
- § N\
PIM AT : -
Terima kasih. ‘

Rapat Paripurna ﬂuwan da;:r Madirin yang kami hormatl,

Telah kita saksikah bers.an';a penandatanganan  Perzstujuan Bersama antara
Pemerintah Kota dengan DPRD atas 2 (dua) Rancangan Peraluran Daerah dan Pakta
imtegritas  Pengesanam Rancangan AFBD Tahun Anggaran 20:i4 Pemerintah Kota
Burakarta. . J N

Urhule Farsatmuan Bersama Raperds lentang Perubahan AFPBD Kota Surskarta
Tahun Anggaran 2022 dan Raperda lentang Pajak Daerah dan REetribusi Daesrah
salan]utnyra ‘dilakukan evaluasi oleh Gubemur sebaga VWakil Femerindah Pusat sesuai
kewenanganiya.

Kepada Yih. Pimpinan dan Angooia Badan Anggarsn serta Pansus yang telab
melaksanakan tugasniya, senta kepada segenap jajaran Perangkal Daerah di lingkungan
Pemenntan Kota Surakarta yang lelzh bersama-sama melakukan pembahasan, kam
ataz nama Fimpinan dan Anggota DPRD Kola Surakarta, menyampakan penghargaan
yang satinggi-bngginya disenai ucapan tefimakasih atas pelaksanaan tugasnya.

PIMPINAN RAPAT :

Dengan telsh disehijuings Raperda lersebul, maka sesuvai dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Momer 1 Tahun 2024 tentang Tata



Tertib Dewan Ferwakilan Rakyat Dasrah Kota Surakarta Pasal 11 ayat (4) haruf a
“Pembicaraan Tingkat Il diakhin dengan Pendapat Akhir Walikota".

Untuk itu marilah kila kersama-zama mendikul den mendengarkan Penyampaian
Pendapat Akhir Wali Koia Surakarta yang dalam hal ini didelegasikan kepada Wakil Wali
Koia Surakarta.

Kepada Yth. Wakil Wal Kota kami persilahkan.

PENDAFAT AKHIR WAL KOTA

S EaEa amsanaammamE e

Disampalkan aleh Sdr. Wakil Wali kota

PIMPINAMN RAPAT :
Teorima kasih kepada Yth., Sor. Wakit Wali Kota Swrakarta yang lelah
menyampaikan Pendapat Akbirnya.
Rapat Paripaina Dewan dan hadirin yang kaii hormaitl

Dengan demikian salgsallah seluruh rangkaian acara dalam. Rapat Panpurna
Dewan pada hari inl.

Kepada segenap hadinin kami sampakan tenma kasih atas kKasabaran dan
perhatiannya mangikuti jalannya acara Rapat Paripurna, juga kepada semua pihak yang
telah membantu terselenggaranya Repat Paripumna ini disertai parmohonan maat apabila
dalam pelaksanaannya lerdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Dangan demikian Rapat dapatkita akhiri dan kami nyatakan ditulup.

fKelok Palu 3x)

Wassalamu’afaikurn Warohimatullohi Wakarokatun.
Salam FPancasiia [If

Rapat ditutup Pukul : 1200 WB
Surakarta, 12 September 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Fimpinan Rapat, sekretany DPRD,

f |
BUDI PRASETY0.S.80s.. MAP. KINKIN SULTANUL HAKIM,SH.MM
Ketua DPRD NIP. 1‘3ETD§K1G 199402 1 003

aubkpoe. Feridangan & Hisalahfﬁ

r



JADWAL AGENDA KEGIATAN DPRD KOTA SURAKARTA

MCH HARI/TGL

BULAN : SEPTEMBER 2023

NOMOR : 0FTEM-OF RONY L2023

HARL, TAMGGAL :SENIN 21 AGUSTUS 2022

JaM

AGE MNCA,

1. Colana 1240 PARTPURMNAL HE- 1
4 Mjusius 2023 WIE | 1. Raperds tantang Persbahan - Mota Penjelasan Wall kads
APED Kot Surskont TA.
r] ik S
PARIFURMNA KE- 4
1. Ropeirda tentang - Laproran Hasil Fembahasan
Pelndungan Anak - Perzshyjuan Bers=ma
2. Raperds tentang - Pendapat Akhir Wali Kota
Penyelenggoraan Peffinan
Barusshs
2 R, 13.00 | PARIPLARMA KE- 2
30 Ageestirs M2 WIE | Rapends bantang Perubahan - Fandanaan Limm Frakm-
APAD o Surskarta TA, 10212 Fraks
3, Sémin, | 1053 | FARTFLURMNL KE- 3
4 September 2023 | WIE | Raperda temang  Perubahan | - Jawaban Wak Kota
APBR Kt Suralciris TA. 2023 - PenstR[An Alak Kelengkapan
3y MG D2 N
4. Lamm sfd Jurnst Pemibahasan Raperda EnEng oy Badan Argoaran
M 5 (0 Sprtmar et Perhahan ARSD Kpta Surakara
223 Ta, 202
E. Ganin, | Publik Hearng Rapes  memtang

11 Seyernbeer 2025

Perubahan APBD Ko Surakarta
T 023

a. Seiasd, 100 | PARIPUEMA KE- 4
12 September 2025 | WIE | 1. Rapards tentand Perubshen | - Laposan Hasd Pembahasan
APEC Kota Zurakarta TA. | - Perseluan Barsamg
2023 - Pendapat Akhir Wall K=
2. Rapaida tentang FORD
7. Rt 1000 | PARIFURMA
27 September 023 | WIB | Penetapan Prograr Kerja DPRD
Tabwmy 2024
A

CATATAN ; -



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jakan A Swckplo Mo, 14734 Telp. (T271) 712481, T1187%, 735200, 135201, Ta5282 Fax. [I271) F17620
Wi zite - dprd surskacta go i E-maid - senslanl-OpriEsakars. go
SURAKARTA
B 4%

———— ]

Surakarta, 11 Septernber 2023

Momaor : 539 /0003401

SHar . Segen
Perihal * UNDANGAN RAPAT PARIPURNA DPRD
Kepais
vth. Pimpinandan Anggota
,dj =
SURAKARTA

Mengharap demgan hommat atas kehadiran BapakflbufS2udara, besok pada :
Har, nggal : Sedasa, 17 September 1013
Puricuk T 100 WIS
Tempak - Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta
Acara : RAPAT PARIMURNA KE-IVW
¥ Raperda tantang Perubahan APBD Kot Surakarta Tahun
Anggaran 13 .
¥ Rapsrda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
Agends Pokok ;
- Laporan Hasll Pembahasan
- Persetyiven Bersama
- Pemwdapat Akhir Wakkota
Camtan : 1, Mohon Hadir Tepat Waktu
2. Yang di Undang .
- Fimpinan dan Anggota DFRD Kota Surakarta
- Wal Kota dan Wakil Wali Xota
- Sekretarks Dasrah
- Stal Ahli Wralikota
- Asisten
- Inspeltnral
- Kepaka Badan Se-Kota Syrakarta
= Kepala Dinas Se-Kotd Surakana
- Kepala Bagian SETDA Kota Surakarts
« Camat Se-Kota Surakarta
- Tenaga Ahll Froksi
A Pakalon ;. - DPRD . PSR Warna Coklat
- Besekutif : PDH

Demlklan atis perhatian dan kehadinnya, disampaikan terima Yasih.

ETYOQ, 5. S0, MAP



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

L adl Sudpeo No. 1434 Top, (6271) 712461, T1LEYS, 735250 Fax 717620
Website ; demhsaidriko g & Emall | afwan srakarialgmal cam

SiaAkarta
L714%
DAFTAR HADIR
Har¥Tanggal : Selaga, 12 September 20023
Wakiu - 10.00 Wit
Tempat : Grahs Parpurma DPRD Kola Surakarta
Acara + Rapat Parpuma ke - 4
1. Raperda tertang Penubahan APBD Kota Surakarta TA 2023
Z. Raperda tentang Pajak Daérah dan Retribasl Dasrah
Drgngan Agends
-  Lapaoran Pembahasan; r
-  Persstujuan Barsama;
- Pendapat Akhlr Walikota.
NO NAMA FRAKSI [/ TANDA TANGAN
1. | BudiPrasetyo, 5.506. MAP POl Perjuangan N\ PRl
2. | H. Sugeng Riyanlo, 5.5 Partsi Keadian Sejahlera 2 Padir
3. | Drs. Achmad Sapar, MM PAN-GERINCRA |
4. | Ors. Taufiquriahman GOLKER-PSI
5. | YF.SukaznoS.H. PDI Perjuangan
6. | FRota Indradh Savws Indah, S.H PO Penuangan
T. | By Imra.EH.Mi—I . PDI Perjuangan
g. | Suyalno PO Peruargan
9. | Ekya Sh Hananle, S.H., MH PDI Perjuangan
10. | Drs. Paulus Hanyota 'PDI Perjuangan
11. | 5. Rony Kamioro N FOI Parjuandan
12 | Jugo Agung Riwanio PDI Perjuangan
12, | Indram. SE POl Peguangan
14. | 5t Musilkah, 5,508 MAP | PO Perjuangan
15. | Ginda Ferachidawan, 5E., M.SI PDI Perjuangarn
1&. | Wahyu Haryanto, §.E P Pequangan
17. | Jamjang Sumaryono All, 5P | PDI Perjuangan
18, | Buharsono, SH., MH I PDI Parjuangan
19. | Slame Widodo, 5.H PO Parjuangan
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Roy Saputro PDI Perjusaigan

Tilik Wurhayal, $H PO Paruangan
22 | Hattant,SE PDi Perjuangan
23 | Anna Budiarti, SPAK FDI Parjuangan
24 | Wawanto, S.H PO Fajuangan
25, | Suwanto PO Parjuangan
26, | Tn Hopo Setyo Fube, A Md PDil Fefjuangan
27. | Honda Hendarlo PO Parjuangan
28, | Yulianlo Indratmoka FDI Parjuarngan
25 | Elizabeth Pudjiningati PO Perjuangan
ag. | Lim Purwaro, 5.H PDI Pejuanganh
31. | Dinar Ratna Indrasari, A.Md FH Parjuangean
32. | Dyah Retno Prabwi, S.50s., M.1Kam FDI Parjuangan
33 | Tery Maharani Gunawatl STh PO/ Perjuangsan N
3. | . Asin Sunjolo Pulro, 5.8 | Parial Keadilan S;jahtara M 'MH" (-"7
25. | Muhadi Syshrrl, 5T " Partai Keadilan E-EJHhtura 35 g{

36, | H. Abdul Ghotar lsmail., S.3i " Panal Iijifll—a-nﬁeaahlem T8 /
37. | Didik Hermawan, S Fd Partai Keadiian Sejahtara 3?5&.“‘
38. | H.Muhammad Al Amin, 5.€  PAN-GERINDRA 8. &
| 3%, | Yudha Sindu Riyanto, & H i ) I;AH-GERIHDFM s o 3. i
40, | Ardianto Kuswinng, S.H 1Y PAN-GERINDCRA AQ, l/q’ It
41, | H. Agus Setiawan, S H PAN-GERINDRA 41@
a2 | Agung Harsakii F'aq'bm:igi PAN-GERINDRA 42 v
43. | I, H, Margona, I'J'I M 4  GOLKAR-PSI 3. g
44. | Agus Hur':.ranln E F'd GOLKAR-PS| MM J ;
GOLKAR-PSI
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PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
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LAPORAN HASH. PEMBAHASAN

PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Assalaamuy ‘alatkum Wr, Wb.

Salam Pancasila !!!

Salar seyahieva bagl kita semua,

Yang kami hormali, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-rekan Anggota
DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati, Sdr Walikota dan YWakil Walikola Surakarta.

Yang kami hormati, Segenap Jajaran Eksekutif di Lingkungan Pemerintah Knta
Surakartz.

Yang kami hormatt, Rekan-rekan Warnawan Media Cetak dan Elahtrﬂnuh; SEria seluruh
hadinn yang barbahagia. o~

Fartama-tama manlah kita panjatkan puji syukur kqhaﬂirat"ﬁllah SWT, atas
berkah dan rahmal-Nya kita diperkenankan bertemu di’ Gedung Graha Paripurna ini
dalam keadaan sehat wal' afial unluk mengikuti jalannya Ftaﬁat Paripurna DPRD Kota
Surakarta dalam rangka penyampaign Laporan, Masih Pambzhasan Raperda Kota
Surakarta tentang Pajgk Dasrah dan Hel‘ribyai Désyah:

Stdang Dewan yang lerhormal dan Fraactiin vang berbahedgia,

Mengawali penyampeian™laperan Hasi Pembahasan ini. maka tak lupa kami

sampaikan terima kasih kepadad

1. ¥lh  Pimpinan Rapaﬂ 1_.r3|:|g {alah memperikan kesempatan kepada Fanitia Khasus
uniuk menyam p:aik,én Laperan Hasil Pembahasan.

2. ¥ih. Badan" Muzyawarsh DPRD ®ola Swakarts yang tedah menadwalkan
Lap;:;:ra.rl Hazil Pembahasan Panitta Khusus Raperda tentang Pajak Daerah
@at Retribusi Daerah.

3. YN wAriyante Adhi Mugrohe, SE, M. Ec, Dev, MAPPI (Cert) dan Dr. Achmad

v Choerudin, ST, SE, MM salaku Tenaga Ahbi.

4. vith. Samua Pihak yang telah barpartigipasi dalam pambahasan Raperda tentang

Paak Daerah dan Retnbusl Daerah.

Swfang Dewsn vang ferhormal dan hadiin vang berbahagia,

Selamuinya kami sampaikan Sistemahka Laporan Hasil Pembahasan Raperda
adalah sebagai berikut



l.  PENDAHULUAN

Il DaSAR PEMBAHASAN

. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN
Y PESERTA PEMBAHASAN

V. PELAKSANASAN PEMBAHASAN

vl HASIL PEMBAHASAN

WVil, PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Vill. PENUTUF

PENCAHULUAN

Fajak Dzerah dan Retribuz Daerah merupakan sumber pendapatan daerah
yang penting urtuk membiayal penyelenggaraan pemenntah  daerah dan
meningkatkan petayanan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah (dan
Retnbuzi Daerah berdasarkan prinsip dempbkras, pemeralaan dan keadilan, peran
sefta masyarakal, dan akuntabiltaz dengan mernperhatikan pm&n;ﬁ ﬂa;arah dan

pencapaian pembangunan Kela Sorakarta,

Berdasarkan Pasal 286 ayat {1} Undang-Undang Nohor 23 Tahun 2014
terang Pamerintahan Daerah dan Pasal 84 Undang-'l:]naang' Nomor 1 Tehun 2022
tenlang Hubungan Keuangan antara Pemernintah Pusat dém Pemerintaban Daerah,
seluruh katentuan Pajak Daerah dan Retnbus’ Deerah dilelapkan dalam satu
Peraturan Daarah yang menjadi dasar peml]ngutén Pajak Daerah dan Retribusi di
Casrab. Dalam hal ini pero pen;resn.iaiaﬁ {erkait paraturan Pajak Dasrah dan
Relrbusi Dacrah di Keota Surakasz sét}agau upaya sinkromgasi dan barmonisas
regulasi yang ada. >

Dengan latar belakdny lersebut, pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah di Kota Suraﬁgrta 'sudah tidak sesuai dengan aspek kebuuhan dasrah dan
perkembangan saat inigséhingga pariu disesuaikan. Unfuk itulah disuzun Peraturan
Dacrah lentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah o Kota Surakarta sebagai
upaya parﬁbénman peraturan perundang-undangan sesval dengan landasan
ﬁlusuﬂs,"sbaiﬁlngis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam
penantuan strukiur, penyesuaian tanf pajak daerah dan retribusi dascah, chyek-
obyek pajak deerah dan retribusi daarah yang baru, serta peningkatan PAD
urtuk pembangunan Daerah Kota Surakana yvang bherkalanjutan.

DASAR PEMBAHASAN
Prazar hukum pembabasan Raperda ni adalah sebagai berikul -



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonasia Tahun
1045

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1250 tentang Pembendukan Deerab-
Dagrah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tinur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dagrah lstimewa Yogyokarta (Benta Negara FRepubhk
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana dwbah dengan Undang-
Undang Nomeor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang MR
16 dan 17 Tahun 1950 (Republk Indonesia Dabuld) 1entang Pambaniukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa; ’

3. Undarg-Undang Nomaor 22 Tahun 2044 tentang Pemenntah Besraf)
{Lembaran Negara Republik Indonssia Tahun 2014 Nomor 244, Tarbahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587) aebagaimaij-a telah
diubah beherapa kali terakhir derwgan Undang-Undang'Hﬂmbr E Tahun
2023 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Urdang-Undang
Homor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi * Undang-Lindang
(Lernbaran Megara Republik Indonasia Tahunfzﬂzia‘hlc;mnr 41, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia NomenE85E);

4. Undang-Undang Momar 1 Tahun 2022 'Ijahté'r;g"Hubungan Kauangan Antara
Pemenntah Pusat dan Pemeﬂntahaﬁ,pa;i&féh {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,:: Tambahan Lembaran MNegara Repubik
Indonesia Nomor 6757 ); ’

5. Undang-Undarng Wowwor: 11 Téhun 2023 lenlang Provins Jawa Tengah
{Lembaran Negara I{iepublii-: Indonesia Tahun 2023 Momor 58, Tambahan
Lembaran Negara'Republik Indonesia Nomor 6867}

5. Peraturan Pamarinﬁh Nomar 35 Tahun 2023 lentang ¥elentuan Umom
F'aialg DaErah dan Retribusi Daarah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Taljun 21;123 Momoar 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NériarEsa1):

WAKTU DAN TEMPAT PEMEAHASAN

1. Wakiy pemnbahasan Raperda tanggal 5 Apnl 2023 - 11 Septamber 2023,
2. Pembehasan Raperda dilakukan di Gadung DPRL Kota Surakarta,

PESERTA PEMBAHASAN
Peserta pembahasan Raperda adaiah sebagai benikut ;



1. Pimpinan den Anggota Panttia Khpsus terdir

NO. | NAMA | JABATAN UNSUR
1. | Tr Hono Sebyo Pukro, A. Md Kebtua Pansus Fraksi PDI Parjugrgan
Wakil Ketua | . - i
2. | Ir. H. Margorm, MM Pansus | Fraksi Partzi Golkar - P51 _
3. | Suyamo Arvcta | Fraksl PIY Parjuangan
4. | Jugo Agung Ruwanto Arvpnta | Fraksi FOM Perjuzangan
5. | Silvester Rony Kamigrg Anggota | Fraksi FLM Peruangan
& | Lim Purwanto Anggoia Fraksi PDL Perjuangan
7. | Wawanto Anggota Frak':‘-l POL| fjusngan
B Janfang Sumaryono Aji, S Angguiz _ Fmb&r&)we-juaru}an
9.  Hartant, SE Anggata \fﬁksﬁ#m Perjuanaan
10. | Cyah Retro Pratiwi, S. 505, M.1Kom Anggota ‘g ‘raksi POI Perjuangan
11. | Terty Maharani Gunawati, 5. Th Angootg N\ Fraksi PDI Peruangen
. 7 = | Fraksi Parai Keadilan
12_ H. Asih Sunjoto Putrg, 5. Sh mﬁggc@ . Seighters B
13. | Muhad Syahroni, ST %_{“;Anggn‘& & | e an
1 f 1 -
| 14, | H. Agus Setiawan, SH N\ f’“ Angg?ta Fraksl PAM = Gerndrz
15. | Agung Hersakli Pancamla | N\ Anggota | Fraksi PAN - Gerindra
. '
2. Tim Pembahas dari PamenftaiKota Surskarta

3. Tenaga Ahli Pansus /‘\

4. Pendarhping dan g,ekre;a‘nm«DPRD Koia Surakarta.

FELAHSAMAAMPE@{AHAEMM

Felaksanaan Pemba;xsﬂan FHaperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

adalah sebﬂgﬁi»h&rlhul

1. Rapa-t ‘i(al]a Fembahazan Raperda dilaksanskan tanggal S April 2023 -

N Seplember 2022;

2"3Q S“mmr Banding ke Badan Keuangan Daerah Kgbupaten Skeman dan DPRD

’Habupaten Sleman dilaksanakan tanggal ¥ — & Mei 2023;

3. Konsultasi ke Kementerian Dralam Negeri Rl dan Kementgrian Hukum dan
HAM RI dilakzanakan tanggal 14 - 16 Mei 2023,

4. Public Heaning dilaksanzkan tanggal 14 Agustusz 2023,

5. Pandapat &khit Fraks DPRD Kota Surakarla tanggal 11 Seplember 2033,



JUDUL RAPERDA
Judul Raperda tidak mengalami parubahan, yaitu berbunyi .
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR . TAHUN 2023
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBLUSI DAERAH
KONSIDERAN MENIMBANG
Konsideran "menimbang” tidak mengalam perubahan,
KONSIDERAN MENGINGAT
Konsideran “mengingat” lidak mengalami penibahan.
BATANG TUBUH ¥
Secara umum Rancangan Peraturan Daersh tentang Pajak Cragrah i:i,an
Retnbusi Daerah terdiri dari 13 {tiga belas) BAB dan 95/(sembilan
puluh lima) PASAL yang secara lengkap disampail-:arj seb;égai beerikut

BAE | KETENTUAN UMUM '
Tardiri dan * {salu) Pasal, yaitu Pasaly
Pesal 1 angka 2% ditambahkan frasa "yang zelanjulhya
digingkat MBLE" dan an;jk'a'ﬁﬁ ditambahkan pengertian *parkir
insidental” . sshingga herbunyl :
: Pasal 1
29 Pajak Minefal Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya
digifigkat MBLB adalah Fajak atzs kegialan pengambilan
_sminécal bukan logam dan batuan dari sumber alam di
R dalam danfatao di permuokaan bemi uniuk dimanfaatkan.

55, Parkir Insidental adalah perpakiran di ternpat-tempat umum
yang manggunakan tanah, jalan, lapangan yang dimikki
idikuasai pemerinlah daersh karena ada kegiatan tertentu
di Daerzh

BABH PAJAK
Terdiri dan 43 (ampat puluh sembilan) Pasal, yaitu Pasal 2
sampai dengan Pasgal 50
1. Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 bdak mengalam
perubatan.



2. Pasal 13 mengalami perubahan, yatu penambahan ayal
{2}, sehingga berbunyi
Pasal 13
{2} Khusus unluk lansh danfatau bangunan yang dipercleh
dan hibah wasiat atau wans, tanf BFHTE diletapkan
sebagar 2,5% (dua selengah persen).
3. Pasal 14 =zampa dengan Pasal 50 bdak mengalami
perubatian.

BABRIIl RETRIBUSI .
Terdiri dari 26 (dua puluh enam} Pasal. yaitu Fasal 51,\,$s|:n‘|:|ai
dengan Pasal 7. : >
1. Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 trdal-: ’rnengalamu

perubaEhan, 7 -
2. Pazal 54 mengalarm perubahan, aehingg’a:b;iamunyi :
Fasgl,ﬁd
1} Pelayanan kebarsihan sébagmaaﬁ-uéna dimaksud dalam
Pasal 592 ayat {1} huruf b merupakan  pelayanan
kebersihan yang ° dusalanggarahan olety  Pemerinlah
Dasrah, rnallp-ull-,w;
a pengaﬁhﬁaﬁ' atay pengumpulan  sampah  dan
s.ufﬁbiamﬁ.fa‘ ke lokasi peambirangan sementara;
p:'pangm;gkutan sampah dan sumbernya danfatsu
Iﬁkési pembuangan  sementara ke lokasi
~ N\ pembuanganfpembuangan akhir sampah; dan
¢ ¢ penyediaan lokasy pembuangan atau pemusnahan

LN\ akhir sampah,

7\ (2} Dikecualikan dar pelayanan kebersihan sebagaimana

ol dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan

? jalen umum, taman, lempat ibadah, sosial, dan tempat

urmurn lainnya

3. Pasal 55 sampai dengan Pasal 67 tidak mengalami

panmibzhan.

4. Pazal 68 ayat (4) mangalami perubahan, yaitu penambahan
frasa ‘wntuk pemeanfaatan barang milik daerah™ sshingga
berbuny



Pasal 68

(4] Tala cara penghilungan besaran tarif untuk pemanfaatan
barang milik dasrah sabagaimana dimaksud pada ayat
{3) ditetapkan dengan ketenluan.

5. Pasal 89 sampai dergan Pasal 75 tidak mengalam
perubahan.
6. Paszal 76 mangalami perubshan, sehingga berbuny
Pasal T

(1) Tanf Retribusi dilinjau kembali paling lama 3 {tiga) tahun
sekali,

(2] Peninjguan farf Retnbus sebagaimana dimakﬁgdiﬁéda
ayat (1) dilskukan dengan memperhalikan indeks ha’r;;a
dan perkembangan pergkonomian, ;aqpé ”'I:'I;DE'IQEHIJI\LEI'I
penambahan objek Relrbusi Jas.gl..umum, Retnbusi
Jasa Usaha dan Retribusi Perzingn Tgﬁentu_

(3) Peninjauan besaran tarf Retibdas khusus pelayanan
PBG hanya dilskukan ferhédép' besaran harga atau
indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indsks
Lokalitas. X U

t4) Paninjauan hesafgntanf Retibusi khusus pelayanan
penggunéaﬁ tefaga kerja asing berdasarkan farif yang
ditgléﬁh’an dalam peraturan pemenntah mengenai jenis

Adan tarifkatas jenis Penerimaan Megara Bukan Pgjak

. yan‘g " beraky pads kameanterian yang

o O Mmamyelenggaraksn urusan pemefinlahan di bidang

3 ‘ ketenagakerjaan.

e {2} Tarif Retnbusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud

o N\ pada ayat (1} ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

. o {6} Permjauan tanf Reinbum dan penambshan objek

? Fetribusi yang dikelola oieh BLUD drelapkan dengan
Peraturan Wali Keta,

Adapun besaran farif Retribusl tedampir dalam laporan

BAB IY TATA CARA PEMUNGLUTAN PAJAK DAN RETRIBLUSI
Terdin dan 1 {=alu} Pasal yaitu Pasal 77 mengalam
perubaban, sehinggs berbuny



BAB W

BAB VI

Pasal 77

(1) Pemungulan Pajak dan Retrbusi dilaksanzkan sesuar
dengan ketamuan umum dan tala care pemunguian
Pajak dan Retnbusi.

{2} Ketentuan umum dan tata cara pemunguian Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
pengaturan mangenai

. pandafiaran dan pendataan;

. penetapan besaran Pajak dan Reidbusi tenufang;

. pembeayaran dan panyatoran;

pelaporan;

& a o T oW

pengurangan,  pembetulan,  dan p-Ei'nbatél,En
ketetapan; « § ; /
pamenksaan Pajak; N
. penagihan Pajak dan Relibusil
. kabsraram; )
qugakan; ‘
] penghapusan piutang Pajak dan Retribus: okeh Yval
Kota; dan (Y
k. pengalurdn :Igip; ﬁﬁng berkaitan dengan tata cara
p-amunguiaﬁ Pajak dan Reatrbusi.

e N T B

N

(3) Keténtuan lebih lanjut mengenai lata cara pemungutan
JPajat dén Retribusi sebagaimana dimakswd pada ayat
. {2) diatur dengan Peraturan Wal Kota yang

o, L berpedoman pada ketenfuan peraturan perundang-

undangan.

PENGURANGAN, KERINGAHAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Terdiri dari 2 [tiga) Pagal, yaitu Pasal 78 sampai dangan Pasal
&0, tidak mangalami perubahan.

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Terdin dari 1 (satu} Pasal, yaitu Pasal 81, lidak mengalami
peErubahan.



BAB YII

BAEB VIN

BAB IX

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Tardinl dari 1 {zatu} Fasal, yaitu Pasal 32, Ldak mengalami
penubahan.
SISTEM PAJAK DANATAU RETRIBUS BERBASIS
ELEKTRONIK
Terdiri dari 2 {dua} Pasal, yaitu Pasal 83 sampai dengan Pasal
24, tidak mengalami perubahan.
KETENTUAN PENYIDNHKAN
Terdin dani 1 (saty) Pasal, yailu Pasal 85, lidak mangal;mi
perubahan. %
KETENTUAN PIDANA A\
Terdin dan 4 {ampal) Pasal, yaitu Pasal 96 sg;m/péi dengan
Pasal 89 o \J
1. Pasal 56 mengalami pamubahan, sehinggabertunyi :
Pasal 86 o~
(1} WWajib Pajak yang Ir.arenéi 'kgalpaannya iKak memenuki
kewsjiban perpajghgri. didak memenuni dokumen surat
pemberitanuan .."r;aji;ulﬁ' dasrah secarg benar dan
I&ngkap.sérta:'ﬁdék thsampaikan kapada Pemenntah
Craerah sia‘l';i'n'gga merugikan  Keuengen Daerah,
diai;caﬁ dengan padana kurungan paling lama 1 {salu)
:'t'ahu,n’atau mdana denda paling banyak 2 (dua) kali
) mmlah Fajak terutang yang tidak atau Kurang dibayar

12) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajiban perpaakan, tidak memeanubn gokomen sural
pembertaiivan  paak  dasrah secara benar dan
lergkap sena tidak disampaikan kepeda Pemerintah
Dasrah sehingga memugikan Keuangan Daerah,
diancam dengan pidana panjara paling lama 2 (dua}
tahun afay pidana denda paling banyak 4 {empat) kali
jumilah Pajak leratang yang bdak atau kurang dibayar.

2. Pasal 87 sampar dengen Pasal 88 tidak mengalarm
parubahan.



Vil.

BAEB X1 SANKSI ADMINISTRATIF
Terdri dari 2 (dua) Pasal. yaitu Pasal 80 sampai dengan Pasal
a1,

BAE Xl KETENTUAN PERALIHAN
Terdin dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 92.

BAB Xl KETENTUAN PENUTUP

Terdin dan 3 (tiga) Pasal, vaitu Pasal 83 sampar dengan Pasal

25

1. Pasal 83 mengalami perubahan, sehingga J'.'I'E!rh'l.ll'l‘fl

FPasal 93

Peraturan pelaksanzan dari Peraturan Daerah irn harus
sudah ditetapkan pabing lama 1 {s.atu} lahun sejak
Faraturan Dasrah ini diundangkan.

2. Pazal 54 dan Pasal 95 tidak msngalamivpsmbahan.

5. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ¢
Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasr:ll nﬁnambahhan penjelasan pada :
Pasal 79 ayat {4}, sehingga berhunrn
Pazal T9
Ayat {d)
"'r"anlj dimsksud dengan ‘lahan periznian™ lermasuk lahan
hiwtikultura, perkebunan, dan patemakan.
PENDAFAT AKHIR\FRAKSI

Berkaitan dengan Fendapat Akhir Fraksi yvang merupakan bagian twdak
terpisahkari: dan proses pembahasan, sebagaimana ketentuan Peraturan DPRD
Kata Surakarta NMomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terib DPRD Kola Surakarta,
dan 4 {em pal) lraksi .

1. Fraksi PDI PERJUANGAN

2. Fraks) FKS

3. Fraks PAN - GERINDRA, dan

4. Fraks Partai GOLKAR - FS|

depat menerima dan menyetuyiui Rancangan Peraturan Daerah ini.
Adapun Pendapat Akbr Fraks tedampir dalam laporan .

10



Adapun Pendapat Akhir Fraksi terdampir dalam ‘aporan ini.

¥Yil. PENUTUF

Sidang Dewan yang levhormal dan hadinn yang barbaliagia,

Pup syukur ¥ami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panite
Khuzus Raperda tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah telah melaporkan
dihadapan forum Panpuma ini, selanjutnys kami serahkan sepenubnya kepada
Repat Parpuma umtuk mengambil kepulusan panstapannya.

Akhimya kami menyadar sspenuhnya apabila ada kekurangan ggiam

penyampaian lsporan ini kami mohon maaf yang sebesar — besamnya. ¢ ,.:"’

¥ X
A

Wassalzamu slatkum W Wh. “\
Salam Pancasila ! AN
Y& O 4
Surakarta, 12 September 2023 \N
i \ /'

o

£ /N

PANITIA KHUSUS J

RANCANGAN PERATURAN DﬁERﬁ.HHDTA SURAKARTA
TENTANG PAJAK DAERAH DﬁH RETRIEUEJ DAERAH

,"IEI:_H_}A. / WAKIL KETUA,
| i
f’iﬁ% 7
TR HONO éemm Pl.rrnn ’ I. H. MARGOND, M.M.

W JUGO AGUNG RUWANTO

11



FRAKS| PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

JI. Adisucipto Mo, 143 A, Telp. : (0271) TA0R01, T11854, 711876, T12103, TA1150, Fax. (0271} 717620
SURAKARTA
ET145 _

PENDAPAT FRAKSI
FRAKS| PDI PERJUANGAN DPRD KOTA SURAKARTA
terhadap :

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

MERDEKAI!I!

Assalamur'laiium Warohmatullahi Wabarokatoh.

Salam Sejzhiers Bagi kita seniia,

Wenindaklanputi  surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakata Moo 77830002 D1X2023
lertanggal 6 September 2023, perihal Pendapat Fraksi lerhadap Raperds Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah.

Bahwa sesuai dengan hasil pembahasan Panilia Khusus, maka Fraks POl Perjuangan DPRD
Kota Surakarta sapakat dan menyetujui déngan-apa yang lelah dieekomendasikan Panitia
Khusus,

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PO Perjuangan DPRD Kola Surakarta, kami sampakan
semoga dapat diakamodir. Alas perhatian dan kenasamanya, kami ucapkan terima kasin.

Wassalamu'slatkum Warohmetuifahi Wabarokatub.

Surakarta, 11 Seplember 2023

CEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTA| DEMOKRAS| MDCNESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

Sekretaris

DOrs. PAULUS HARYQTO




FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

S Jalan Adi Sucipto No. 143 A Talp. (0271 711841 Email : phaejahlera_solo@yahon.go.id
sz Fa. {[271) 71TR20 SURAKARTA 57143

urakarta 202
Nomor: 09/ K,/P/FPKS T 2023 Kepada
Lamp ! - ¥th. Pirpinan DFRD Kota Surakarta
Ferihal . Pendapat Akhir Fraksi di SURAKARTA

0 WS g alll e 3 g pSaks p il

Puji dan syukur karmni panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan karunia
nikmat-hNya, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW.,
keluarga, sahatiat, dan para pengikutnya.

Menindaklanjuti surat dan surat dari Pimpinan DPRD Kota Surakarta Normor
7783/0D.02.01/D{2023 mengenai Pendapat.Akhir Fraksi terhadap Raperda Kota
Surakarta tentang Pajak Daerab dan Retribus Dagrah.

sehubungan dengan teesebut di atas, pendapat Akhir Fraksi Partal Keadilan
Sejahtera DPRD Kota Surakarta memyatakan SETUILL.

Demikian Pendapat Akhir Fraksl Partal Keadilan Sejahtera harap menjadi
periksa dan diindaklamjuti s2bagaimana mestnya. Atas perhatiannya kami ucapkan
erima kasih.

A Sy g alll daw 5 5 atule o Miull g

DPRD KOTA SURAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
-:__-,_._'i:.r-l- LA :5':":-.__ Ketua

“HAsih Sunjoko Putro, S.Si.



FRAKSI PAN - GERINDRA |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Jalan, Asucipto No 143 A Telp. (0Z71) T12404, T25290, 735294,
TI5292, 735253, T11472 Ext. 104 Buralowrts 5T145

Surakarta, 11 September 2023

MNomor , DBFPAN-GERINDRA/BAX2023
Parihal " Pandapat Akhir Fraksi

Lamiran -

Kepada Yih :

Katua DPRD Kota Surakarfa.

di Tempat.

Aszastarm slaiurr Wy Wh
Sdlam sejantera bagi kita semua

Bahwa berdasarkan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah Kota Surakarta.
Noamer ; FTEOD.02. 012023 tanggal & September 2023,

K.ami Fraksi PAN = GERINDRA menindaklanjutinga dengan pemyatasn menyampaikan
Fendapat Fraksi aebagai benkut :

1. Banwa FRaperda Kofa 3urakaria tentang Pajak Dasrah dan Fatribusi Daerah dapat
difarima dan deseafuini uniuk diletapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Fajak
Dasrah dan Retrpuzi Daarah,

2. Bahwa hal-hal lain terkait Raperda yamg dimaksud, dizerahkan sepenuhnya pada

alat kelengkapan Dewan, Perwakilan Rakyat Daersh Keta Swrakarta yang
membahas.

Cemikian pendapal akhie dar Frakss PAN — GERINDREA disampaikan agar dapat

digurakan sebagaimana mestinga, Atas perbatian dan kerjasamanya diucapkan terfima
kasih,

Wassatamuralaioan W
FRAKSI PAN - GERINDRA

BEWAN PERWAKHLAN RAKYAT BAERAH
KOTA SURAKARTA

keaiua Sakretaris

Ardianto Kuswinarao, 5.H. 0T HiM-A | Amin, $.E.



FRAKSIPARTA! GOLKAR - P3I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAMARTA
lalan AdiSucipto Mo, 143 A Telp, (0271} 711842 Surakarta

FENDAPAT FRAKST PARTAT GOLKAR - PSI
DPRD KOTA SURAKARTA
TERHADAFP RAPERDA
FAJAK DAFRAH DAl RETRIBUSI DAERAH

Agvplamu ‘alaikinm wargkstaialiaoks wabaraakaiuk

Menindak lanjutli surat yang dikinmkan dengan Nomor: 77834000201 1%/2023, perihal
Fendapat Fraksi, tertanggal & Scptember 2023, Dengan ini Fraksi Partai GOLKAR - P51

DPRD Kota Surskariz Memerions dan Menyeivjui Apabila Raperda Pajak Daerah. Jdas
Retrituzi Dasrah

akan ditetapkan menjadi PERATURAN DAERAH sciclah disesusikan dengan hasil Laporan
PANSUS.

Demikian Pendapat Fraksi ini di sampaikan atas perhation dan kerja samanya di ucapkan
terina kasib.

W avialamu " ofoikum warshmarulizil wabharaakatal

Surabarb, 11 Seprember 2023

FRAKSI PARTAI GOLKAR - PSI
DEWAN PERWARKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Sekretaris

A //

AGLS NUITRYANTO, 5.Pd




WALI ROTA SURAKARTA
PEOWING] JAWA TENGAH

KEPLTUSAN WALL K{1TA SURAEARTA
MEMOR E3l S 1324 TAHUM  ZDEG
TENTAMG
PENDELECAZ]IAN TUGAA DAN WEWENANMG WAL KOTA KEFADS WAKIL Wall
KOTA DHTUK MENANDATANGAN| PLNDAPAT AKHIE WALL KOTA DAN
FERZETUJUAM BERSAM A EAHCANGAN PERATURAN DAERAIL TEMTAMNI @
FERUEBAHAMN ANDGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHU
ANGGARAN 20423 DA BRAMNOANGAN PERATURAN DAERAH TENTAMND &
CAERAH DAN RETEIBUSI DAERAH SERTA PAKTA INTEGRITAS E AM
EANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN NDAN BELAN.JA %
TRHLIN ANGCARAN 24 TIAN MENYAMPAIRAN PEN DAF‘ATQ ALT KUFTR
Nalatbd RANCEA PEMBAHATAN RANCANGAN PERATLRAN BEAH TENTANG
MERUBAHAN ANGOARAN PFENDAPATAN TN E% ERAH TAHUN
ANCCARAM 2023 DAMN RANCANGAN PERATURAN [ H TENTAMNG Phlfb

CAERAH DAN RETRIDU S DAERA F%EAP&T FARIFLRENA
DEWAN PERWWAKILAN 1 DAaERAH
WALl KINE SRARARTS,

Mennnbang a. ek Irtgeataan Pemorincahan Darctah

untek melindupgi,  dan menjamin

Cetan Masyarakal,
way pehgdclogagian tugsa dan wewenang Wali Eota

FLLjuaen itk MCnjamin terlaksananye

Koaa berhalanpan =emenlara;

Q provelenggaruan Pemenntahan Duermb pada saan Wall

. hahws wuntak menjamin kepastian hukum perlo produk

K hukum mitnk menelipkan endelegadian mweas dan
v wrwo Lo, Wikt Boka yang berhalangan sementara;

d. babwa  berdasankon prrtambangan acbagaimaena
cimaksud dalam huruf a, burel b, dan huruf o, perlu

menelaphken..



menetapkan Kepdiasan Wali kot eemtang Fende legosian
Tigas dan Wewenans Wale kola kepada Wakil Wali kala
Unwuk Menandalagngana Feaddopat ke Waie Ros <an
FPeoselyguan Bersama Foovangin Pewaluran acrah
wolang Perubahan Anpgaran Pendapatan dan Belanja
Ducrub Tahoo Angearam 2023 dlan Bancangan Peoaucan
Dok prrmnog Pegak Dacrah dan Betribus) Dacrah Seria
Peskna  Inrer=idas Pepngeaahan Bancongomn Anggacin
Pendoputan don Belatga Thacrah Takun Anpgaran 20034

dan Metvampaikan Pontdpal Akhr Walh hela Dalam
Renpgks Pembaohosan Rancangan Peraturan Daesraih @
rencang Perobahan Angearan Fendapatan dan Hae-lamg \'
Daerab Tahun dngparao 2023 dan Rancangan ch%

MiaeTab ek Fagak Dacrah dan Becribusi Daer:

Reepiar Pavipurna Cewan Prerwadilion By il Lh@
&E‘ T HT TS
Permta-nokan Dacrah-Dasrshb i raar rhalarm
Lingkungon Prowri Jawa Timoar a Tengoh, Jows

Baral din Daeral Jatimﬁ-@‘.akﬂnu Berits Negrs
G

M ngingi L. Undang-Undang  Nomer 16 Tahu

Republike Indonssin Tahu o NGSE Namor 45
7 Undang-Undangs ) 23 Tahun  2H4 wencang
Py-mennLahan : Mombaran Mepars  Repabhk

| 2R g Mewmior 294, Tambahin Eemlnan

Mygan e g Tndonesig Mamor SOAT] wwebagaimanad
kih dinbabh cerakhic denpan Uncdong-
Boarmzr £ Tahwun 2023 lentang  FPomefapan
aturins Pomenintab Penpgeant Wndang-Undang Nomor
Tahun M22 wnatang Cipta kergg Menpadn Ondang-
Wndeng {lumboran Negara Republibe Indirheaia Tahon
e Q 123 Womor 41, Tembahoa Lembaran Megata Bepubhl
\ [ndomesn Moo GRS
3 Peratucon Pemenntah Noeae |2 Tabuan 200% jentang
v Penerlolaain hoeoangan Dhicrah [Lembaran Negata
Repuhlik [ndancsia Tahun 2009 Momaer 42, Tambaban

Lemtmitran Negara Republik Irpdenesia Momor 63228,

MEN LTSk



M EMUTHSEA N

Mroctapkan

RESATU Meandelegasikan ogas dan wewenenyg Wall Kota RKepada Wakil
Wali ot Untuk Menandatiaigaon Peodapatl Alkhiv Wali Kota dao
Persetopuun  Becwama Rabteangan Peraturan Dacral tentang
Purulstian Anpgrdaran Pepdapatun dan Gelangs Daciale Talwr
Angparan 2023 dan Rancangan Prauran Dacrsh tenlang Pajak
Ducreh dan Rewribusi Daerah serta Pakty Inlepntas Pengesaban
Raocangan Angearapn Pendapatan dan Belenje Decrah Tohurn
Anggammn 2024 dan Menyampaken Pendapar Akhie Wali I-.’_::-l_a(b'

Dalam  Rapgha Pembahazan Hancumgan Podiuran Dae
tenlang Perubahan Anggaran Pendapazan dan Belanmp Q
Tahun Anggaan 2027 dan Rancangan Peraiuoan [Taer: h@nn
Pajak Maerah dan Retribust Maecah Pada Ra %purna
Iewan Perwakilan Kokyar Daerah. P&

KEDLLL 1 Tupas dan wraenang Wali Kota wbagaim% 1aksud dalam
Dkl KESATL melipuil:
a. menandalsngam Pendapac Akhir 18 dam Pergelwjuan

Beizama Rancangan Ptrﬂluf'@ﬂfrﬂh tontang Perubahan
fAnggaran Pendapacan danﬁ a Daerah Tahun Anggaran

w023 Jor: Roncanpard Po n Deerah lentang Pajak Dacrah
dan Relnbum Ok i Paktsa [ntegritaz Peogesahan

Rancangan Amggeran Pendapacan dan Belans Deerah Tahon

g Perubahan Anggaran Peodapatan dan Belanja Dacrah
Hun Anpgiran 2023 den Rancaogan Peraturon Dacrah
tnang Pajak Cacrah dan Reirilusi Baerah, dan

. Q‘: menvampaikan Peodapat Akhin Wali Kowa Dalam Rangka
g\ Pembahesan Ramangan Pereiuran Davrah  WeRLAg
& Perubahan Anpgaran Peodepatan dan Bulugje Daerah Tahun
v Anpgaran 2023 lun Rancangan Peraturan Doscah tentang
Pajak Dacreh dan Retribusi [kaerah Pada Rapat Fanpurns
Dewean Perwabtlan Raloyat Dasrab
KETIGA...



RETICA

Reputusan Wal Wea i molak berlabka pada tanggal 8

Suplenber 2023 zampai dengan 13 Seplembaer 2023
Diirctaplkan di Surakarin

priada maneeal 4 Seprember 20572
WAL KTITA SLIRAKARTA,

IBRAN RARALITREND RARA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
FROVINE] JAWA TEMGAH

RANCANGAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SLURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETILUAN BERSAMA
WALJ KOTA SURAKARTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAH
KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG FATAK DAERAH DAN RETRIBLIE] DAERAH
DITETAPKAN MENJADH PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

KOTA SURAKARTA,

a./ bahwa Pajak Daerah dan Retnibusi Daerab memipakan

gumber  pepdapatan  daerah  veng penting untuk
membiayal penyelenggaraan pemenmtah dacrah dan
meningkatkan  pelayanan  kepada — masyaralal,
berdaszarkan  pringip demolirasi, pemérataan  dan
keselilan, peran serta masyarskat, dan akuntabilitas
dengan rmnemperhatikan potensi daerah dan pencapaian
pembangunan Kota  Surekarta  serta untuk
melaksanakan keteniuan Pasal 34 Undang-Undang
Nomor 1 Tehun 2022 tentang Habungan Keuangen
antara Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Daerah,
perly menetapkan Feraturan Dacrah ienltang Pajak
Draerah dan Retribusi Daerah;

. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwalalan Halgat

Dacrah  HKota  Surakarta  telah menyelesaikan
pemhbahasan  Rancangan  Peraturan Dacrah Kata
Surakarta tenrtang Pejak Daerah dan Retmbusi Dacrah;

. bahwa =esuai Pasal 11 ayal [4) humif a Peraturan Dewan

Perwakilan Ralyat Daerah Kotz Surakarta Nomor 1
Tahun 2020 tentang Tata Tettib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah EKota Surakaria schagammana telah
diubhah dengan Peraturan Dewan Perwalalan Rakyatr



Mengingat

st

Dracrah Kola Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Persturan Dewan Perwakilan Ra.l:g,at
Daerah Kota Surakaria Nomor | Tahun 2020 tefitang
Tata Tertib Diewan Porwakilan Ralyat Daerdh Kota
Surakarta menyvatakan bahwa Pembicaraan tingkat 11
meliputli  Kegiatan penga.mblla_n kepums‘an YEOE
didahului penvampsien laporan yang bemsi proses
pembahasan, pendapal  fraksi dﬂ.n p-ﬂrmlnLaan
persetu;ua.n dan anggota secara hS‘.’:‘Lﬂ ‘Bleh pinmpinan
rapat paripurna scerta pendepat E.kl‘ﬂr Wal Kota,

. bahwa  berdazarkan pr;rflm}_haﬁgﬂﬁ sehagaimana

imaksud dalam huruf a, Wind b dan huruf ¢, maka
perly menetapkan KepuiuZan Dewan Porwalilan
Ralyat Daerah fentang! Persetujuan Bersama Wali Hota
Suralarta dan Dn:wgn F'm*ﬂlulan Ralryat Lraerah Kota
Surakarta atas Eam:a.ngan Peraluran Dasrah Kota
Surakarta tentang Pjak Dacrah dan Retribusi Daerah;

Undang Pridang” Momor 16 Tahbun 1930 lettang
Pembertukan Deerah-Daerah  Kota Besar  dalam
L:mglmnga.n Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Bart dan Dacrah Istumewa Jogjakarta [Berita MNegara

’Rt;*]juh]lk Indonesia Tahian 195 Nomor 43) sehagaimana
"Steleh diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

1954 tentang Pengpubaban Undang-Undang NE 16 dan
17 Tahun 1950 {Republik Indonesia Dahulu] tentang
Pembentukan Kota-Kota Bezar dan Kota-Kota Keci di
Jawz;

. Undang-Undang domor 23 Tahun 2004 entang

Femenntahan Dacrah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244 Tambahan
Lembaran Wegara FRepublik Indonesia Nomor 5587)
scbhagaimana  telah diubah beberapa kali teraldhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 shun 2022 lenlang
Penetapon Feraturan Pemcrntah Penpgeganti Undang-
undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjedi Undang-Undang (Lembgrat Wegara Republik
Indenesa Tahun 2023 Nortor 41, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 6856,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Prowvins:
Jawa Tenpgah {Lembaran MNegara Republik lndonesia
Tatman 2023 Nomar 58, Tambahan Lembaran Negara
Repubbk Indomesia Nomor 6567);



4, Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2018 tentabg
Pedumart Penyuszunan Tata Tertib Dewan Perwakilsn
Rakyat Dwaerah  Provitnsi, Kabupaten, Dan |
(Lemnbatan Megara Repuhlik [ndencasia Tah
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara lik
Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Raloyatb gl Kota
Surakarta MNomor 1 Tahun 2020 te Tata Tertil:
Dewan Perwakilan Ralgyat Daer%e ta Surakarta
sebagaimuna telabk diubah de raturan Dewan
Perwaldlan Ralival Daerah/Ho urakarta Nomer 1
Tahun 2021 tentang Pem tag Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyal Dae ta Surakarta Nomaor 1
Tahun 2020 tentan iem'h Dewan Perwalalan
Rakyal Daerah Kot 5&'

Memperharikan: 1. Hapat B arah Dewan Perwaldlan Fakyat
Naerah Eota S a tangeal 11 Septemiber 20023;
2. Rapat Pz@m Dewan Perwalulan Eakyal Dacrah Kota

Em—%~ a tanggal 12 September 2023;
Q EMUTUSKAN:
Mefietapkan

KERATU i juan Bersama Wali Kota Surakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerabh Kota Surakarta gtas Kencangan
ratiran Dacrah Kota Surakarta tentang Pajak Daerah

%\ dan Refribusi Daerah,
KEDL] &

Menyampatkan Keputuszan wn  Kepada Wali Kota
Surskarta untuk ditindaklanjut scau dengan Peraturan
Perundang = undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ind berlaky pada tangpal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakaria
pada tanggal 12 Septermnber 20023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

-

BUDI PRASETY



BERITA ACARA

HOMOR - KD.O1 00737802023
HOMOR - OD.02.03P01/2023
PERSETLLUJAN BERZAMA,

wall KOTA SURAKARTA DAN DEVYAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

TENTANG i/

b 4

S\
RANCANSAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA < v

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBLYSI DHEHM-{/ »
N

o
’ \,
¥a

& 2*
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€« W
Pada harn ini Selasa tanggal Dua Belas bulan September tahgn“Dua Ribl Cua Puluh
& VN

Tiga, kami yang bertanda tangan ol bawah ini: f*m'i}

1. TEGUH PRAKOSA . Wakil Wyall Kota Surakarla, dalam hal ini
'I:uerhhda}:: ‘Urtuk dan atas nama Pemerintah

\%ﬂ ‘Surakarta yang beralamat di  Jalan
/7N, Jenderal Sudirman Momer 2 Kota Surakara,

 \
/x ‘“\ /7 selanjutnya disebut sebagal PIHAK KE3ATU,
0\ ’"(

2. BUDI PRASETYO, E/’Eué\ . Ketua Dewan Perwekilan Rakyat Daerah Kota
\
/m\\ \ Surakara.
H. SUGENG F'.l"r'.ﬂ-.mc} S5 Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daarah
. "' ‘} Kota Surakarta,
Drs HAGHMAD SAPARL MM ©  Wakil Kefua Dewan Psrwakilan Rakyat Daerah
‘::’ . Kota Surakarta,
Dirs. TAUF IQURRAHMAM - Wyakil Ketua Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
Kuta Surakarta.

dalam hal ini bertindek untuk dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kola
Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto
Nomer 1434 Kota Surakaria, selanjuinya
disebut sebagai PIHAK. KEDHUA,



menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU lelah membahas dan menyetujui Rancangan
Peraturan Ctaerah Kcota Surakarta tentang Pajak Oaerah dan Retribusi Daserah
sebagaimana draf Raperda terlampir

2. PIHAK KESATU dapat mererima taporan hasil pembahasan dan pendapat fraksi
atas Rancangan Peraluran Daerah Kota Surakara tentang Pajak Dagrah dan
Retribusi Dasrah sebagaimana draf Raperda tedampir.

3. FIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah uniuk
mendapatkan register selambat — lambatnya 3 {tiga} hari kerja setslah ditanda
tangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenamya dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak dalam rangkap 2 § dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya,
Dibual di Surakarta
1, WAKIL WALI KOTA 2. WL PIMPINAN
SURAKARTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku (|| KOTA SURAKARTA
PIHAK KESATU Selaku

PIHAKKEDUA

®~ (‘@*—ﬁ
E_UDI PRASETYLD. S5 &
TEGUH PRAKOSA KETUA

Drs. H. ACHMAD SAPARI M. M.
WAKIL KETUA

y /=

Drs, TAUF|QURRAHMAN
WaklL KETUA
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Mcocnumbang

WALI KOTA SUHAKARTA
PROVINGD JAWA TENGAH

EANCANGAN
PERATURAN DAERFAH KOTA SUHAEAHTA
NOMOR ... TAHUN.,,
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIEUSI DAERAH

DENGAN RANMAT TULIAN YARG MAHA ESA

WALT KOTA SLURAKARTA

a. hahwa Pajak Dacrah den Hectnbusi Diacrah merupakan
sumber  pendapaian daerab yang penong untuk
membiayal  peoyelenggaraan  pemecintah daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
berdagarkan o prmaip  demokras,,  pemerstasn dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatiksn potens: dacrah dan pencapaian
poimbangunan Kota Surakatta;

b. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pagzal 04
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang
Hubungan Keuanpan antars Pemenntah Puzar dan
Pemcrintahan Daerah, perly menctapksn Peramuran
Naerah leniang Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa pengaturan Pajuk Dacrah dan Retribusi Dacrah
di Hota Surakarta sudah tidak sesual denpgan aspek
kebutinhan dacrah dan perkembangan saat inid sehinggea
perle disesuaikan;

d. bahwa  berdasarkan pertmnbangan sebagaimana
dimaksud dalam bural a, hwaf b, dan humd o, perla



Menpingat

menetapksn Peruhiean Daesrah tentang Pajsk Duerah
dan Betribus: Daersh;

Pazal 18 ayat (6] Undang-Undang LDasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945;

Undang-Undang MNMomor 16 Tzhun 1930 fentang
Pembentukan Dacrah-Daerah  Kota  Besar  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Trerah 1sdmewa Yogyakarta {Bonita ]'wl\;:;gﬂré»w
Republik Indonesia Tahua 1950 Nomor 45);  « >
Undang-Undung Nomor 23 Tahun “2[{13;\/'\/’5&1'11'3113
Pemerintah  Daerah  {Lembaran NFganx?"'“R::puhlik
ldonesia  Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negera Repuhhl;: Jnd{mmia Nomor 3587)
sehugaimana  tclah diubalie 'bEhErap& kali teralchir
detigan Undnng—Un:‘lang N-Dl'l'lEI-I' & Tahun 2023 tentang
Ponctapan PEratu.mn chcnntah Penpganti Undang-
Undang Nomor| 2 T.ahun 2022 tentang Cipta Kerja
Meniadh Und.a_ng Uﬁd::inp: jLcmbaran Mepara Republike
Indﬂnﬁ:niﬂ"‘ ’TahLin 2023 Nomor 41, Tambahan
Leml:ra.ran x| cgara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang Undang Nomor 1 Tahunm 2022 tentang
s Habungan Keuangan Antary Pemerintal Pusat dan

Pemernintahan [Daersh  [Lembaran Negara Eepublik
Indenesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarat
Nepara Republik Indonesia Numor 5757,
Undong-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Prowingi WJawa Tengah [(Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor G367,
Feraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2043 tentang
Ecetenmuan Umum Pajak Daersh dan RBetnbus Daecah
{Lembarun MNepara Republik [ndonesia Tahun 2023
Momor BS, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor HEEL);



Menstapkan

Drongan Persenujuan Bersauna

CEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dam

WALl KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN-

PERATURAN DAERAII TENTANG PAJAK DAERAH Dﬁ.ﬂ

RETRIBUS1 DAERAH, w /7S

BAR I L 4 i,/ S
KETENTUAMN UMUM o W "

¥ ) 4
« N’

v

F‘asgﬂ 1+

Dalarn Peraturan Dacrah ini vengdimaksud dengan:

1.
2.

Draerah adalah Kols Surakarta.

Pomeonntah Dnemh':ﬁﬂél.;hj Wali Kota sebapgmu unsur
penyelenggara Fltmt.‘l:l}'ltuhﬂﬂ daerah wyang memmmpin
pelolcsanasn uriigan pemerintah  yang  menjadi
kewenaufan'dasrah otonom,

WaliKota ad::.lah Wali Kola Sorakarta.
’Pc’r%ngkﬁt'Daerah adaloh unsur pembantu Wah Kota
r\la’n‘ Dewan Perwakilan Rakyal Deerah dalam
penyelenggaraan Urisan Pererintahan yang menjadi
kewenangan Dacrah.

Pajak Daerah yang selamjutnya dischut Pajak zdalah
kontribust wanb kepada Dacrabh yang terutanp olsh
vrany pribadl zlae badan yang bersifal memaksa
berdazarkan Undang-Undang, dengan udak
mendapatkan imbalan sccara langsung dan digunakan
untiik  keperhian Thaerah hagn sebesar-besamys
kcmokmuran ralorat.

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yang
merdpakan  kesatuan. batk yang melalbukan usaha
maupun vang tidak melakuksn gsaba yang melipubd
perseroan terbaras, perscroan komanditer, perseroan

lainnya, badan vsaha milik ocgars, bedan uaaha milik



10,

11.

15.

14.

doaerah, ataun badan uzsaha miltk desa, dengan fama
dan dalam beoomk apa pun, fitma, koogsi, koperasi,
dana pensiyn, persekutuan, perkumpulan, vayasan,
orpanisasi  moassa,  organizast sosal o opolitk,  atau
organisesi lainnya, lembapas dan bentik badan lainnya,
termasuk kontrak investasi kolektil dan berdubk usaha
tctap,

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

vang selanjuinya disingkat PBE-F2 adalah pajak ial:ﬁ/&

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, diknagai
dany/atau dimanfaackan oleh orang pribadi fafaQ(J\/Eh:;dan.
Bumi adalah pormukasn bumi yang m::lig:ﬁﬁ’ I‘énuh dan
perairan pedalamarn. > &

Bangunan adalah kenstruksi telmik yang ditanam atau
dilekatlkean secars letap dialas p;:rmulmﬂn Eumi dan
bawah petmukaan Bumis, '

MNiay Jual Ukck Pa_]al-:yﬁng %Clﬂlljlltl‘l}fﬁ disingkat NJOT
alalah hargs n-ir_a-‘q.i:.qy} _"g.-"z-mg diperileh dan transakwa
jual beli yang ’teaf'_i;iiji secora wajar, dan bilamana tidak
Ltrdapat;t'r’é.ﬁsaks‘i jual behi, BJOFP dilentukan melalui
perbani:lingankherga dengan olyek oo yang Sejenis,
f}fﬂll;nilﬂj perolchan baru, atau NJOP petiggati.
E:I:'.a‘Pt'.mlv:han Hzk ataz Tanah dan Bangunan yang
selanulays  dingkat BPHTEB  adalah  pajak  atas
percichan hak atas tanah danfatau benponan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banpunan adalab

perbuatan atay perostiwa hulkum yang mengakibatkan
diperoclehnya hax atas tanah dan/atan bangunan oleh
orang prikadi atan Badan.

Hak alas Tanah danatau Banpunan adalah hak atax
tanah, ternasuk hak pengelolaan, boscria bangunan

distasoya scbagaimana  dimaksiel  dalem  undang-
undanyg tadang pertanahan dan bangunan.

I'ajok Barang dan .Jasa Tertentu vang selanjutnys
disingkdat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh
konsumen akhir ataz konsumsi barang dan/atau jaza

feerlemin,



15,

16.

17,

14,

19,

20,

21.

24,

25,

Barang dan Jasa Tereniu adalah idang dan jasa yang
dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
Maksnan danfatau Minuman =dslsh makanean
dan/fatan minuman yang disediakan, dijuad dan/ataw
diserahkan, haik secara langsung maupun bdak
langsung, atan melalul posanan oleh restoran.

Kestoran adalah fasilitas penvediaan layanan makanan
dan/atan ninuman dengan dipungut hayaran. ”
Tenaga Listrik adalah tenaga aau energiy ?".:11'5&
dihasilean oleh suatu pembangkit tenaga Iiﬁtfﬂ{ vanp
didistribusikan untuk bermacam peralatan l1$.lj-|/k*
Hote] ardalah {asilitas pn;nvedla jasa
pengnapat ¢ peristirahatan termasuk (Jaza  terkait

v

lainnya dengan dipungut bavaram \ /
Jaza Perhotelan adalah _ia:i-t-ur Ei‘:ﬂ}'lf'.diﬁﬂn akomodasi
vang dapat dilenghkap :;le;;g—-:m'jﬂsa pelayanan makan
dan  minum, ktgiﬁ&';j:l; 'I;ji:mrz-m. dan falzo  (asdilas
lzimnya. ; &/

Jasa  Parkir N 3dal jasa pooyediaan  atau
pcnj.-'clcng?gﬁfﬂan ‘t!:mpﬂt parkir i hoar badan jalan
dan,fta'tf-ly pg:'.]:;_}ranan memarkirkan  kendaraan untok
QJml?lps;ﬁfa‘.ﬁ di area parkir, batk wvang discdiakan
b\cr}Enitan dengan pokok  ussha maupun  vang
daiscchaleen schaga suaiu usaha, termasuk penyediaan
termpat penitipan kendaraan bermaotor.

. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan

yaqR dak rersiial sementara.

.Jasa Eesenian dan hiburan adalsh jasa penyediaan

aran penyelenssaraan SfMLa jehnis LonEarar,
pertulmuklian, permaiman, ketanpkasan,  rekreasi,
dan/Satag kerarmaian untuk dmikman,

Pajak BReklame adalah pajak atas penyelenggarasn
rellame.

Reldame adalsh benda, alat, perbuatan, aau media
vang bentuk dan corak ragamnya dirsneang ook

tyjuaty  komersis]l  memperkenatkan,  menganjurkan,

1
T

- —— =



26

27.

28

29,

30

31

34

mempromosikan, atan  meéparik perhatan umom
terhadap scsuatu.

Pajak Air Tanah vang sclanjutnya disingkat PAT adalah
pajak atas penpambilan danjatau pemanfaatan =ir

tanah.
Air Tanah adalah air yvang terdapat di dalam lapisan
trmah atew batuan dibawah permukaan kanah.

. Fajak Barang Burang Wal:t adalah Pajak atas kegiutg.n

penparmhbilan danfatan pengusahaan sarang burung
walet. ' { >

Fajak Mimecral Bukan  Lopam  dan H@EL}@\U yang
sclanjutnya disingkat MBLE adalah Pajak atds keglatan
petgantbilan mincral bukan logam ﬂan: baluan dan
sumber alam di dalam danfarau pernukaan b
untuk dirmanfaatlan. & N

Pajak Kendaraan Eh:rrnqmr’ ].-a.ng sclanjulnya disingkal
PEE adalzh P’EJEI]-! dtas kepemiliken  dan/atau
pPenpLASAan kenda.r‘awa.tj Eﬁrmn:rtnr-

Ben Halilk Nama Kefidarann Bermotor vang selanjutnys
diaingka;"ﬁBﬂI{B‘ adalah Pajak atas penyerahan hak
milik k’enda[a;n bermotor sebapai akibat perjanjian dua
pjhajc Atz perbuatan septhak atau keadaan yang
t:arjsgdi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.0pzcn adalah punputan tambahan pzjak monuruat

peracniase lerienio.

.Dpsen Poak Kendatasn Bermotor Yang selanjutnya

dizebut Gpsen PKE adalah opsen yang dikenakan eolch
kabupatenfkora  atas  pokok FKB  sesual  dengan
ketentuan peratoran perondeng-undangan.

Opsen HBea Ballk Nama Kendaraan Bermotor vang
gelanjuthya disebut Opuen BEENEER adalah opscn vang
dikenakan oleh kabupaten/Kols alus pokok EBNER
seslEl dengan ketentan  peraturan perundang-
wndangar.

0. 3ubick Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang

dapat dikenai pajalk.

T



35,

37,

38,

349

A4

432,

Wajib Pejak adnalah orang pribadi atau Badan, mchiput
pembayar pajak, pomeotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunysi hak dan kewsjiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraivcan perondanyg-undangan,
Tahun Pajakr adalah janpks welkm yang lamanya 1
[satu] tmhun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak
menggunakan tabun buku yang tidak sama dengan
taliun kalender.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang a&lmyud.nya
disingkat SPTFD adalab surat yang oleh Wapb Fajalu:
diginslkan unmk melapoarkan penghltu’ngzan Q"Lt/m:,.-’atau
pembavaran pajak, oljek pajak dan/ gta}l‘fiﬁukan objek
pajak, danfateu harta dan I:l:waji.lga’.n:ﬁcsuai dengan
ketentuan peratuiran p:nmr}ang-unﬁﬁngan perpHiakatt
Jacrah. W ,‘ >

Surat HKewldpan F'EI_]EE Dacrah yang  selanjutnya
disinpkat SKFPD ada_lah gﬂmt ketetapan pajak yang
rmenentukan b::a:arﬂ‘ua jL'IlTIlﬂh pokok pajak yang
terutang. [

P-::t:nuugum ada_]a_h syaly ranpkaian kegiatan mules
dari, FIE]:lghl_ﬂ'lpl_JnHTl deta objek dan subjek pajal atau
’rl:tr}bum, penentuan besarnva pajlak atau rerribu= yang
tefltang sampal  kegiatan penagihan  pajak  atau
retribusi kepadas Wajib Pajak atau Wanb Eetnbusi serta

PCIIEAWASAN P nYeLoraniya.

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengelah data, keterangan, dan/ataa buktl yang
dilaksanakan  secara  objckaf den profesional
berdasarkan suatg standar pemeTikssan Nk menggj
kepatuhan pememuhan kewsjiben  perpajakan  atau
retritnisl danjataw untk juan lain dalam rangka
melaksanakan  ketcntuan perabaran perandang-
undanean perpajakan duerak,

Penyidikan tindak pidana di bidanpg perpajakan daerah
adalah scranglkaian tndakan yang dilalukan olch

Penyidik unnik mencan serta mengumpulkan bukd

yang dengan bukdti it membuat terang tindak pidane di
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43,

44,

4.

47,

4 &,

St

bidemg porpajakan doerah yang tepadi sorta
menemnkan wraanghanya.

Kas Umum Daerah adalabh tempat penylimpansn Uang
daerah vang ditentukan eclch Walh Rota menampung
selytubh penerimaan daegrsh dan  digunakan untuk
membayar sclunih pengeluaran dacrah,

Rerribusi Dagrah vang sclanjuinya disebut Retnibusi
adalah pungutan Dacrah sebagai pembayaran atas j.:ag.u
atay pembenan ixin tenenta yang khosuos dise:;liékﬁ/n
dor/atan  diberikan oleh Perperintah Daeral untuk

N

kepentingan orang pribadi atau badan, | T

"4

. Subjek Retrbusi adakah orang pﬂbadi'alaﬁ'hadan yang

mengglunakan,/ menikmati pelayandin { barang, jasa,
danatan penzinsn. P \

Wajih Retribusi adalah orane pﬁﬁaé.i atan badan yang
menurit peruturan peundang-undangan  diwajibkan
uniuk melakukan pem]:raya:an reinbasl,  Ermasuk
pemungat rtﬂ‘ibi:sj:;;rj;tﬁiu-

Jasa Umum adalah ja’aa vang disediakan atau diberikan
sleh Pemérintah Daerah untak tujuan kepentingan dan
kemaniaatan Lumum serla depat dinikemati oleh orang
prihudi alau Badan,

;J\asa Ugaha adalah jasa yang disediakan alaw dibenkan
alch Pemerintzh Daersh yanp dapai bersifat mencard
keuntungan  karena  pada  dazamya  dapat pula
dizedialian oleh seldor swasta,

. Perzinan Tertentu adalah kepiatan tedeniy Peroenotah

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi  atan Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengataran, pengendalian dan penpawasan
atas kegiatan, pemanfaatan riang, serta pengglinaat
guumiber daya alam, barang, prasarona, sSarana, aiau
famlitar mrtentl guna melindung kepontingan uamuam
dan menjaga kelestarian limglunggan.

Retribust Pelayanan Keschatan adalaty Rerribusi sebagai

permbayaran atar pelayvanan  keschatan di tempat



ak.

od.

a3,

54.

a7,

nH.

pelayanan kesshatan yanpg diberikan oleh Pemerinlah
Daerah.

Badan Layanan Umuwmn Tmerah vang  selanjutnya
disingkat BLUD adalalr sistem yong ditcrapksn olel:
unic  pelaksana teknis  dinas/tedan deerah dalam
memberikan  pelayanen  kepada  moasyarakat  yang
mempunyai  fleksibilitas  dalam pola pengetolaan
kcuangan  scbagsi penpecualian dard l-cetenrl_};n
pengelolasn daerah pada wmamnya. ‘
Retribuzi  Peloyanan  Kcbersthan  adalsh Ri'i'trihﬁ;‘-i
sehayi pembayaran alas pelayanan k;ebgr’sit'{.:/m' Yang
diselenggarakan oteh Pemerintah Daerah, N

Rewibusi Pelayanan Parkir di wepi J8lan ,flmum adalah
Retribusi sebagai  pembayaran ) atas  pelayvanan
penyedsaan tempat parkic diicpijﬂia:n LUM LU,

Parkir insidental adalaheperpakiran di terapat umim
yatp menggunaka.n':‘ T_a.nah jalan, lapangan yang
dimiliki/dikuasal kemerintab  Uaerah  karena  ada
kegaafarn terientg di Taccah

Retribusi/ Pélagvanon Pasar adalah Hetribusi sehagai
pombavaran Z-ltﬂﬁ penyediaan lasililas pasar rakyal,
ey pa peiatm*an, los, kins yang dikelola Pemerintah
]élarfah-

Pasar adalah lembaes ckonoma tempat bertemunra
pembxell dan perngjual, bailk secera langsung  rmaudpan
tidakk  iangsung, untuk  melakukan  transzaksi
PETORRHNEZHN,

Penyediaan Tempat Khosus Parkir di Luar Badan Jalan
adalan Penvediaan tempat khosus packie di luar badan
Jjalan yanp disediakan, dimilika, dan/atau dikelola oleh
Permerintah Dasrah.

Julan adalah  prosarana transportasi  darat  yanp
melipub #vgala bagian jalan, termasuk  banpunan
pelenpkap dan perlengkapannya vang diperuntakkan
bagn laly lintas, yang berada pada permukaan lansh, di

atas permukaan tansh, 41 bhawah permukaan Lanah
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don/atay air, aerta di atas pesrakasn air, kecuali jedan
kereta api, jalan lor, dan jalan kabel,

Pelayanan Rumah Potong Hewan Temak adalsh
Pelavansn penyedizan fasidlitas pomotonpan hewat
ternale vang disediakan, dimibki danfatan  dikelola
Permerintah Dacrah.

Prlayansn Tempat Rekreasi, Panwisata dan (Olahtaga
adalah pelayanan sempat rebreazi;  pariwisota clan
olahraga vang disediokan, dimiliki, dan n:tﬂ-:rlnl.-; »n}ﬂw
Pemerincah Docrah, ”
Penjuzlan Hasill Produksi Usaha Femgrirtt%.!il\/‘ﬁatrah
adalah Penjualan hasil produksi us;ah‘j‘t]iﬁ“trah oleh
Pemerinzah  Dasrah  termasuk  penyeshaan  barang
dan/aiau jasa layanan umuorm., S ) .

Pemeniaatan Aset Daerah ada]ah chanfaatan barang
milik dacrah scsum krrcnluz-ln peraturan perundang-
undang=an rnengﬂ\a: pengelulaa.n barang milik daerah
dengan m_!u.';n W/m{:mng}catkan petekonotmian
maﬂym*ﬂkat AtAL léi}"anan LALTILTTN.

Beiribusy” ]:IEI"SEEU_]\]EII'.I. banpunan  gedung adalah
purlkiul.an atas pencrhitan  persebyjuen  bengunan
getung l:rlrh Pemerntah Daerah.

,EET:GET..‘_'IJL'I.EI’I Banpunan Oedung yang  sclanjutnya

disingkat PB4 adalah perimnan yang diberkan kepada
pemilil Bangunan Gedung uniuk membangun bar,
mengubah, nemperluas, mengurangi,  dan/atan
merawat Banpunan Godung scsual dengan standar
leknis Banpansn Gedung.

Serbfkat  Laik Fungs Bangunan Gedung vang
selangutnya  disingkat SLF  adzlah  sertifikat  yang
dibrnkan olch Pemerntah Dacsrah untuk menyatakan
kelaikan funpsi Banpunan Gedung sebehun  dapat
dimanfastkan,

sural. Buktlt Kepemulikan Banpunan Gedung vang
sclanjutnya disingkar SBKBG adalah surat tanda bukd
hak atas slatus kepemilikan Bangnnan Gedung.

T e
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&7, Rencana Teknis Pembongkaran Banpgunan Goedong, Yairg
sclanjutnya disinpgkat RTE adalah dokumen yang berisi
hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung
dan lingkungannys, metodologi pembonglearan, mitigasi
risike  pembongksrsn, gambar rencana  teknis
Fembongkaran, dan jadwal pelaksanaan
pembongkaran,

AR, Btandar Harga Saluan Tertinggi vang sc:!a.njutyya
disingkal SHST adalah biaya paling banyak per malcr
perscgi  pelaksanaan  kenstrukst  pelergazan ':sl:s.m:i;r
untuk pembangunan bangunan gedungpegérgij_/“ ’

69. Harga Satuan Bangunan Gedunge. 'Négﬂm VATg
selanjutnya disingkat HSBGH adalah{ standar harga
satuan tertinggl unmuk biaya, pelaksanaan konstriksi
hailk Pembangunan banm:im.nm dcaung NCEATA YANEL
dibcrlaltukan scsual d.::ngﬂn 'Hﬁﬁiﬁkﬂsi, Ipkasi dan
tahun pemhanganan{iyﬁ (4,

70. Retribusi penggunag.l};tﬁﬁaga kcra asing adalzh dana
kompensasi pcnggunmm terapa kerja  asing atas
mng:aah&ﬁ'mncl&na penpgunann tenaga Kena asing

perpga;rijanf__-,a.n'sesuai wilayah kena tcnaga kega asine.

- BAB il
: PAJAK

% Nagian Kesartu

v/ Jenis Pajak

Pagal 2

{1} Jems Pajale lerdinn atas:

a. FEB-PZ;

b. BFHTE;

c. PBJT:

d. Pajak Kekiame;

e. PAT,

f. Op=en PKE; dan

# Opsen BENEB.
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Jdeniz Pajak wanp tidak dipungul i Daerah karcna tidak memenuhi
potensl terdicl atas:

a- Pajak Sarang Dumng Walet; dan

b. Fajak MEBLE.

Pazal 3
Jenis Pajak scbageimana dimaksud dalamn Pasal 2 vang dipungut
berdasqakan penetapan Wall Kota terdin atas:

a. PBB-FZ; O
b. Pajak Reklame; N
c. PAT; $/»
'.. \0/
d. Opzen FPKB; dan -~y
£ \ N
e. Opsein BENKE. R &

Jeniz Pajak schapmimana dimaksid  dalam PHHF:I”E yang Jipungat
berdasarkan penpluiungan sendin oleh Waph P’E.JE.]{ terdln atas:

a, BPHTE; dan ~
b. PRJT. X/
& 1 "“‘/'
Bagian Kedua

/" Rincian Pajal

N 3

2 Paragral 1
P FBE-F2

~~N Fasal 4

D]:ujek i’BE‘ P adalah Bumi dan/alan Batigunan yarg chimmiliki, dikatasad,
dan,":itgu dimanfaatkan oleh orang pribadi astau Badan, kecugals
l{ﬂwas-am yanp digunaksn
perhutanan, dan pertambmnpan.

untuk kepiatan usaha perkebunan,

Bumni schagaimana dimaksud pada eyet (1) lermanuk pormukasn Buami
b1l keygrsian reklamasi atzu pongurukan.

Vang dikecualikan dari objek PBE-P2 schegaimana dimaksud pada ayat
{1 aclelah kepemilikan, penpuasaan, danatay, pemanfatan atas:

a. Bumi dan/atau

Bangunan kantor kantor

Pemerintah Daerah, dan kantor penyclenpgara negara lainnva yang

pemerintah pusat,

dicatal sebagai barang milik negara atau burang milik Dasrah;

Bum danfatau Bangunan yang digunakan semsta-mata unhtuk
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meleyam kepentingan umwm di bidang keagamasn, panb sosiad,
kesehatan, pendidikan, den kebudsagaan nasional, yapg bdak
dirmalksudkan untuk memperoleh kednngan;

. Bumi danfatou Bangunan yang semara-mata digunakan unfuk
tempat makar {kaburan), peninggalan purbakals, alan yanp sepenis;

. Bumi yang merupakan hotan lindung, holan suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dilaasai oleh
desg, dan lwnab negara vang belum dibebam snatu hek; :

e. Bumi danfatau Bangunan vyang digunakan oieh perwakilan
diplomatk dan konsulat berdasarkan asos perlakuan timbal ha.Lll-E, .,

L Bumi danfatan Bangunan yang digunakan Heh ‘tm:li-j‘n H1HL
perwakilan lembapa internasional yang ditetapkan d'enga._ﬁ p;araturan
mentern yang menyolengedarakan umisan pemenntaban di bidang
keuangan; e h

g Pumi dan/ataun Bangunan untuk jalure I::in:ta; apl, moda raya
terpadu | Misss Roaprd Troarsif), inlas caypa detpada (Raghi Rall Transif),
atau yang s21enis; p° p

h. Bumi dan/atau Bangunan tcmpat tlngg"a_l lainnva berdasarkan NJOP
tertentu Yang diretaploan ola ;W"Hli' i{um; el

i, Bumi dan/atau Banguflanyyang dipungur pajak bumi dan bangunan
oleh pemenniah pusal. 4

\ Pasal 5

Subjek PRE-E2 adalah orang pnbadi atau Badan vang secara nyata
mempunyai suatu hak slaz Bumi dan/atau memperelch manfaat atas
Eum.i..: dﬁ.u;-""atau memtliki, menguasai, dantatay memperoleh manfaat
atgs Hahgunun.

. Wajib PBB-PZ adalah orang pribedi alau Badan vang sccara nyata
mecmpunyal suat hak atas Bumi dan/fatan mempercleh manfast aras
Bur, dan fatay memibiki, menguasai, danfatan memperolebh manfaast

atas Bangunan.

Poasal &
Dasar pengenaan PEE-P2 merupalcan NIOP.

NJIGP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan berdasarkzn
proses penilaian PHB-FR.

NIGE  tidak kena pejak  ditetapkan paling  sedikit  sehesar
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Rpl0.000.000,00 (seputtth juta rupish] uniuk setiap Wajib Pejak.
Dalain hal Wajib Pajak roemiliki atan menguasai lebih dan sat objek
PEE-P2 i =atu wilavah kebupaten/kota, NJOP tdak kenm pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} banya diberikan atas salah satu
ohjek PRE-P2 untuk sctiap Tahun Pajak.
NJOF sebagaimansa dimaksud pada ayal (1) ditetapkan setiap 3 [Ligal
tabun, kecusli untak obick pegak tertentu dapat ditetspkan setiap
1mhun sesuai dengan perkembangan wilayah Dacrah.
Bezaran NJOP ditetapkan cleh Wall Kot , )
Ketentan lebih lanjut mengenai Penilaisn PBB-P2  achagginina
dimaksud pada ayar (2] diatur dengsn Peraturan Wal: ’Hﬁ‘m YONE
betpedaeman pada ketentuan peraburan pemndang-un;langﬁn-'

Pasal 7 —_S )
Drasar pengenaan PBB-P2 schagaimana ditnaksud dala.m FPasal & ayvat
{1y ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling Do
10084 [seralus persen) darl NJOP sﬂ::lah dikurangi NJOP tidak kena
pajak. { \U 1
Beszaran persentase NJOP sebagmmana dimaksud pada avat [1] atas
kelompok  objek FBB-P2 ditcntukan dengan mempertimbangkan,
rneliputi: Y :'
a. kenaikan NJOPhag] pestilaian;
L. bentuk pﬂma\.ufaar.an objck Pajalk; dan/atan
g, klastensasi NJﬂF dalarn salu wilayah Daerah.
Ketentuamymengsnai besaran persentase sebapsimana dimaksud pada
a}'atjll ﬁan pertimbangsn schagaimana dimakszud pada avat (2} diafer
dﬂlﬁiﬁ.Pc;mmrzm Wali Eota.

Fasal ®

Tanf PEB-P2 ditctapkan:

a.

untuk NJIOFP sampai dengan Rpl 000000 0000 (sata miliar repdiat)
ditctaplsn echezar 0, 1% (nol koma satu persent per tahun,

untuk NJOP di atas Rpl 000000, 000,00 fsalu miliar ruplah) sampail
dengan Kp2 000,000 002,00 (dua miliar mopiab) ditetapkan sebesar
0, 15% [nol koma satu llma persen) per tabun; dan

uniuk NJOP di atas Rp2 0000000800, 00 {dua miliar rupiah) ditetapikan
sebesar 0,2% [nal kome diza persen) per tahun.



PRI I . TS

(1)

(2]

(A

o

3}

{1

{21
\ Pada avat {1 meliputi:
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Pasul 9

Besatan pokok PBB-P2 yang terutang  dibitung dengan cara
mengalikan dasar penpenann PBBE-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 avat (1) dengan temf PEB-F2 scbagaimana dimaksud dalam
Pagal B.
Swat terutang PEB-P2 ditctapkan pada saat terjadinya kepermulikan,
ponEuasadTl, dan/falay pemanfaatan Pam dan/ataun banpunan. =
Smat  yang menentukan  untuk  tmenghitung PBB-F2 tif'smia{'i/g
sebapaimana dimaksud pada avat (2] berdasarkan kecadean objek PBE-
F2 pada ranggal 1 Januari. . : /
Wilavah pemungutan PBE-P2 yang terntang merupakaf  wilayah
Dacrah yang melipall letak olyek PBB-F2. ' &
Termasuk dalam wilayah pemungutan PEB-E2 selhdpdimana dimaksud
pada avat {4 merupakan wilavab daerah 'témﬁ:.;t Bumi dan/atau
Banguman terikut berada: -

laut pedalaman dan perairan -:lm":::;.t's’i:'r'tai‘ bangunan di atasnya, dan
b. bangunan vang berada di 111%!::1{;!];1 i:;tdala:nm dan perairan darat

vanpg lkonstruksi tel-.'_nilmg,razi termubuneg dengan hangunan  yang

berada di dararan, kefuali pipa dan kabel bawab laut.

Pa' Parapraf

o~ BPHTB

y Pazal 10
Cpjek BPHTE adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banpgunan,
Perolchon Hak atas Tanah danfatay Bangunen sebagaimana dimalesud

w. pemindabhan hak karena:

jual beli;
fukatr-tnetialkar
bibah;

hitiah wasial;

o R

Warg;

permasulian dalam perscroan atan badan hulaam lain;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

S R T

penunfukan pembcli dalamn lelang,

P
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b.

BTy

0, pelaksanaan putusan hakim yeng empunyai kekualan
hukam totap;

1}, pengpabungzan usahs;

Ll. peleburan usaha;

12, pemekaran usaha; atan

13. hadiah; dan

pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan polepasan hek; atau

2 di luar pelepasan hak,

Hak atas Tanah dan/atau Pangunan sebagaimana dimaksud pada

N

avat 1) meliputn; ¢! 4 /\.
a. hak milk; P
h. hak guna usaha; ' O

C.

hak guna banguman

d. hak pakai;

¢. hak milik atas satuan rumash sosung dan

f. hak pengelolazan. X ¥4

Yary dikecualikan dari objek EPH"I‘F!-:;;dH]ah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunar; -

a. untuk kantor pemeridtalypusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara

negara dan lenibéapa hegura lainnya yang dicatat sebagai barang
rulik negara atall h:—ming mililt daerah;

nleh negasa 'ynt;u]-: penvelenggaraan pemeriniahan dan/atan untuk
pelaksanaan pembangunan g@lna Kepentitigan Qmarm,

unmk=b.:n_dan atau poreakidan lembaga internasional dengon syarat
t:;la_k menjalankan usaha atau mclakukan kegialan leon i loar
f'L].I':IEEl dan tugas Badan atau perwakilam lembaga tersebut yang

odiatur dengan peraluran menteri yang menyvelengearakan unasan

pernerintahan i mdang keangan;

untuk peorwakilan diplomatik dan konsulat herdasacrkan asas
perlakuan timhbal balik;

oleh oratpg pritadi ataw Badan karena kenversi hak atau karena
perbuatan hukum kiin dengan tidak adanya perubahan nams;

aleh omnpg prikadi atau Badan karens weakel;

olch orang pribadi atau Badan yang dipunakan untuk kepentingan
itbadal; darn

unitik masyarskat berpenghasian rendah sesuai dengan ketennian
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peraturan penindang-undangdan.

Kriteria pengecualian objck BPHTE bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sebapaimane dimaksud pada ayab (4} huruf h yaiu untuk
kepemilikan rumah pertama dengan oriteria tertentu yang diletapkan
oleh Wali Kota.

Kritera terentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselareskan
dengan kehijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan
rumeh bagl masyarakat berpenghasilan rendah vang diatur n:q;h
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintzhan  di t;idari}g

pekegaan umum dan perumehan rakgyat,

Pagal 11 ~
Subjek  Pajak BPIITE adalah cranpg pribadi dtad/Dadan  yang
memperoleh Halk atas Tanah danjatao Bangunea, )
Wagib Pajak BPHTE adalab crang pribadi ata Eiélda.;l vang mempercieh
Hak rtas Tanah dan/atau Bangunan.

Pagal 12 )

Daszar penpenaan BPHTE mem]:l%_lmn’nila_i perolehan objel pajale.

Milai pcrelchan chick puja,h sebagarnana dimaksud pada ayat [1]

ditetapkan sebmgai BETkO L

a. harga transale ;1.111:1.11{’ Jual bels;

b. nilal pasar \unluk lukzar menukar, hibah, hibah wasziat, waris,
pemasukan dalam persercan atau badan hukam  lannya,
pemigaban hak vang mengalibatkan perabban, peralibun hak
kén:ﬁa ‘pelak=sanaan putusan hakim yang mempunyal Kekuatan
'I-‘:u'ku'm tetzp, pemberian hak barm atas tanah sebagai kelanjutan
odari pelepasan hak, pemberian hak bama atas tansh di luar
pelepasan hak, pengeabungan usaha, peleburan usaha, permnelcaran
uszha, dan hadiak, dan

c. harpa transaksi yang tercantum  delam risalah lelanpg unmok
penunjukan pembell dalam lelang.

Dalam hal nilai pecolehan otyek pajsk sehagaimana dimaksud pada

ayal [2) tidak dilketahui atan lebih rendah daripads NJOP yang

digunakan dalam pengenasan pajak bumi dan banpunan pada tahun
teadinya perolchan, dasar pengenaan BPHTH vang digunakan adalah

NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan banpuman
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pada tahun terjaditiya perolehan.

Besaruya nilai perolehan ohjck pajak tidak kena pajak ditetapkan
paling sedikit sebesar RpS0.000.000,00 (delapan pulub juta rupiah]
vntuk perolehan hak pertamsa Wajib Pajak di wilayah Dacrah tempat
terutangnya BPHTES.

Dalam hal perolchan hak karena hibah wasiat atau wans zebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayar (2] huraf a angks 4 dan angka 3 yang
dilerima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluargs seda.r;h
dalam garis ketirmnan lurus satw derajat ke atas alsu satu dﬂrﬂjﬁtoﬁ/ﬁ.
bawah dengan pember hibah wasiat ataw waris, termasuk suami /et
nilai perolchan objek pajak tidak kena pajak dirt@up}:ein\/séhesa.r
Rp300.000.000,00 {tiga ratus juta rupiah). AN

pasal 13 |

Tarif BPHTB ditetapkan schesar 5% (lima perseénify
Kiusus untuk tanzh dan/atau bangupan yung diperclch dari hibah
wasiat atau waris, tarif BPHTE ditetafikan/sebesar 2,5% fdua setengah

rersen).

' 4

'$’~/

" NPasal 14

Besaran pokok BPFHTR yang T:;Erur:a.ng dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaap qmlTB'semgaimana dimakand dalam Pasal 12 ayat
(1) setelah dikorangi nilad perolehan objek pajak tiduk kena pajek
schagaimans diiaksud dalam Pasal 12 ayat (4} atau ayat (5}, dengan
tarif BPHTE sebagzimana dimaksud dalam Pasal 13

Eaat,;teﬁiténgnya BPHTE ditctapkan pada saat terjadinys perolehan
ta.nahu:lan," atau Bangunan dengan ketentuan:

; A, pada tanggal dibuat dan ditandstangamnyw peganjian penmkaran

jual beli unbuk jual beli;

b. pada lanpgal dibusl dan ditandatanganinya akta wunmk takar-
menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan alau
kadan hukum lainnys, perusshan hek yang mengalobatkan
peralihan, penggabungan ussha, peleburan usaha, pemekaran
usaha, dan/atauw hadiah;

. pads lanpeal penenma wans atau yane diben kuasa oleh pencrima
wans mendaftarkan peraliban haknya ke kantor bidang pertanshan

WAris!
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d. pada tanpeal patusan pengadilan yang mempunyal keluatan
hukwm vang tetap uawk putisan hakim,

e, paila tanggal diterbitkannys surat keputusan pembenan hak untolk
pemberian hak baru atas tonah schagal kelanjutan dan polepasan
hak;

f.  pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pernbenian hak bara di luar pelepasan hal; dan

g. pada wangeal peounjukan pemenang lelang uniuk lelang. n

{1alun bad jual beli tanah danfatau Bangunsn tidak m&ngglna&m{}

perjarjian pengikatan jual beli schagaimana dimaksud pada ‘ayati2)

huruf a. maks sat terutang BPHTE untuk jual beli adalal’ paila sast

ditandatanpaninya akta jual behi, AN Z

Wilayah pemungutan BPHTH yeang  terutang mcri.xpaika.n wilavah

Daerah irmpar tansh danfatau Bangunan hgmdﬂ. :

Pasal 15

Pejubal Petnbust Alira Taxmh,fﬂntaf:s' han:m dapat menandatangani

akta pcrmindahan hak stas tan’shﬁgtﬁtfﬁlau Bangunan setelah Wajib

Pajak menyerahkan bukti pemhéyéiran BFHTE.

Kepala instansi yang meni’l:'rit!a_ngi‘ pelayanan lelang negara hanya dapat

menandatangani risslah |l:1i-!.;'lg perolehan hak ztas tapnah danfatan

Banpunan  setelaliy WEleﬁ Fajak memyerahkan bukt pembayaran

BFPHTE. o~

Kepala m=tans bidaﬁg portanahan hbanya dapat melakukan pendallacan

hak atas“tanah atauw pendaftaran peraliban hak atas tanah setelah

Wsjib; Pﬁj&l{' menyerahkan buku pembayaran BPFHTB.

Ldlatn, hal perolehan hak atas tanah danfataa Banpunan yang

ditgtapkan  bordasarkan  peraluran perundeng-undangsn bukan
‘merupakan cobjek BPFHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat

kcterangan bukan obyck BPHTE.

Paszal 16
Projabat Pembuat Akta Tanah fNotans wajib:
a.  memitila bukll pembmyaran BPHTE kepada Wajih Pajak, sebelam
menandatangani akta pemindahan Halke ataz Tanah dan/atzua
Banpunan; dan

b melaporkan pembuatan akia atas tanah dang/atau Banpuoan



o

sehagaimana dimalisud pada aval [1] kepada Wali Kota prliing
lammbat pada tanggal 10 {sepuluh) bulan beriloatnya.

(2] Dalam hal Pejabat Pembual Akta Tanah/Motars melanpgar kewajiban
sebagaimona dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administeatsf
berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (zepuluh juta rupiah) untuk scliap
pelangearun sebagaimana dimsksud pada ayat (1}; dan/atan
lr. denda sebesar Epl 00000000 [sam juta rupiah) untuk sr:t.?gp

laparan sebagaimana dimaksud pada ayat [1). w575

W

. w
%} Kepala instansi yang membidama pelayanan lelang negara wajibe

a. meminta bukti pembayaran BPHTE kepada Wajib quak srbclum
menandatangani risalah lelang; dan N
b. melaporkan risalah lelang kepads Wali Kota pﬂlmg, Nambat pada
tanggal 1t {sepuluh] bulan berikutnya. PR y
(4] Kepala inslansi vang membidang p-c,la}rarran ‘le'la.ng NCEAra vang
melanggar ketenmuan schagaimana dumaksud pada ayat [3) dikenalan
aankal sesna dengan Ketentuan pcrah;run perundemg -undanpgan.,
1%} Tata cara pelaporan bagl pejebat Hﬁ}ia;‘mlllana dimaksud pada ayat (1}
dan ayat (3] distur letnh lsu\jui c’éeﬁg-a.n Peraturan Wali Kota.
N \Pasal 17
{1} Kecpala instan:f;i g ;hida‘nﬁ pertanahan hanya dapat  melakilan
prrulafizran hakatas tanah arau pendoflaran peralihan hak atas
tanah serelah Wajih Pajak menyerahlen bukti pembayaran BPHTR,
i) I-h:pala ~inatan$i Bidang pertanahan  vang mclanggar  ketentuan
sehagﬂumaﬁa dimaksud pada ayat 1} dikenakan wankan sesual dengan
l-r.-n:-mnu.mn peraturan perandsnp-undangsn.

Faragraf 3
PBJT

Fasal 18
Otapek PEJT merupakan penjualan. penyerahan, dan/ atau konsums] barang

dan jasa tertentu Vang melipul:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrilk,

¢ Jasa Perhotelan;

+ =TT
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d. Jaez Parlar; dun

[ =

(1)

{2

N0

(1)

(2)

Jasa Kesenian dan Jiburan,

Pazal 1%

Penjualan  danfatau  penyerahan  Makanan danfatau Minuman
gebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurof a meliputi Makanan
dan fatau Mimunan yang disediakan oleh:

A, Restoran vang paling sedildt mcnyediaksn layanan penjraj'@n
Malanan dan/fatau Minuman berupe meja, kursi, da{lfﬁté}

h.

peralatan makan dan mitum;

penyedia jasa boga atan katering yang melekukan: $ /)

1.

S
proses penyediasn bahan baku dan bahar?.qse’féﬁgah Jadi,

pembusalan, penyimpanan, scria pcnjajifiji,/' berdasarkan
pesanan; oS\ M

penvajian di lokasi yang ditnginkan ﬂleh pcmcs-ﬂ.n dan berbedsa
dengan lokasi dimana proses pcg::buatan dan penyunpanat
dilakukan; dan ;,;,“ 4

penvajian dilakukan dﬁ:ng_an ‘atali tanpa peralatan dan
pébpacmya -

Yang dikecoalikan dari {r'l:ui:k PBJT schagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah p!:nj.u:mhan Mukanan dan/atau Minuman:
detygan peredargn usaha tidak melehihi Rp7 500,000,000 [fapuh juta

2.

lima rams~11|\:|u mupiah] per bulan;

Ir. dhlakukan oléh toko swalayan dan sejenisnya yang tdak scmatas-

C.

matameninal Makanan danfatau Minuman;
di]akl_'lkﬁn oleh pabrik Makanan dan/atau Mimuman; atau

d i’cli%-:’-:liaL.'r:;au-l oleh penyedia fasihias yang kepiatan usaha tamanea

mehenyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada
boandar ndara,

Pazal 20

Konisumm Tenaga Listrnik echagaimana dimalksud dalam Paszal 18 huraf
b adelah penggunaan Tensgd Listrik oleh pengguna akhir.

Yang dikecuzlikban dari konsumsi Tenapa Listrik  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1], meliput:

A, konsumsi Tenaga Listrik oleh  ingtansi  pemerntzh pusat,

Perjenntah Dacrah, dan penyelenpears negara lainnya:

i T



it

{2}

(7]

-¥r.

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yung  digunadcan ofeh
kedutasn, kensulat, dan perwakilan negara asing berdasarlkan asas
timbal balik;

£. konsumei Tenaga Listrik pada mumah ibadah, pant jompo, pant
asuhan, dan pant sesial lainoya yang sejenis; dan

d. konsumsi Tenaygs Listrik vang dihasilkan sendin dengan kapasilas

tertentu yang tidak memerlukan izin dar instanei teknis terkait.

Pazal 21 N )
Jasa Perhotelan schagaimana dimalisud dalam Pasal 18 huruf ¢ rélelipﬁﬂ
Jrsa penyediaan skoinodasi dan fasililas pepunjangnya, sErta p:n}rm&u-l.n
ruang rapat/ pertemman pada penyedia jasa perhotelan g::peﬂii '
a. hotzl; O
Ir. hostel;
wila;

c punlak wisals;

& N

motel;
losmen;

Wisma pariwisata;

o ommom

. pesanpgerahan;
rumah pengind pang giimsthuﬂsﬂf bungala/ resont cottage;

—_

- tempat ringpal pribadi }rra'ng difurpeikan sebagss botel; dan
. plamping.
Yang dikecualikan dar -Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada

\

ayat {1] mehpuati:
i Jasg, tempat tinggal asrama vang diselenggarakan oleh pemerintsh
puéaj atan Pemenntab Daerah;

\bojasa tempat tinggal di rueoahk sakil, astama perawat, pant jompe,

¥ pantl asuhan, dan panti sosial lainnya vang sejenis;
<. jasa letnpat bngeal d pusat pendidikan atan kegistan keagamaun;
d. Jasa biro perjalanan ataw perjalanan wisata; dan
€. jria persewaan ruangan wnimk dinsahaksn dihotel

Pasm] 232
-Tasa Parkir sebapaimana dimakeud dalam Pasal 18 huraf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelengearaan tempat parki; dan fatan

b. pelayanan memarldrkan kendarasn |parkic valet).



il . el

{2)

Y
d

i M

S

ang dikecualikan Jar jasa penyediasn termpar parkir sehagaimana
imaksud pada avat (1) meliputn

jasa lempat pakic vanp disclenggarakan oleh pemerintah pusat
dan Pemerintah Uacrah;

jasa tempal parkir yanp diselenpgearakan oleh perkantoran yang
hanya dipunakan unhuk karyawannys sendim; Jdan

jasa tcmpat parkir yang diselenpgacalan oleh kedutaan, konsulat,
dan perwakilan negara asing dengan asas tirnbal balik.

Pasnl 23

{1} Jasa Kesenion dan Hiburan sebapaimana dimaksid I:I,a_l::!m Eﬂﬁ-ﬂl 15

2]

{2

hurui & meliput: N

F

=

. 0

tontonan film atau bentuk tontonan audio vigual Jlainnya yang

dipertontonkan secara langzung 41 suatu lokasiterteniy;

. pergelaran kesenian, musik, tac, dan/atay bu:l-.ﬁna;
. kontes kecantikan;
Ckontes binaraga;

2. Prathetar,

h

1.

K.
l.

perturyukan sirkoas, akrobat, darl slap,

- pactEn kuda dan pl:rlﬂmiman lkendarasn bermotor;

permainan detangkdson,

. olahraga permainan denpan mengpunakan termpat/ ruang dan/atan

peralatan dapwpedengkapan unluk oladhraga dan kebugammn;
relreast walang air, wahana ekologi, wahane pendidikan, wahana
budayagswahana salju, wahana permainan, pemancingan,
nguw-ir;at{-i, dun kebun binatang;

HEAG pijat dan pijat relleks; dan

figkotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi wap/ spa.

Yang dikecusliksn dan Jasa Keseolan dan Hiburan sebagaimana

dimabsud pada avat (1) adalsh Jasa Kesenian dan Hiburan yang

semdla-mata untuks

a8

b

promast budava  tradisional dengan tidak dipungal. beyvaran;
dan /atay

kematan pelayvanan masyarakat denpan Udak dipungut bavaran.

Pasal 24

Subjek PEIT adajab konzumen barang dan jasa tertentu,



2

i1}

(<}

(30

(4]

Wajitr PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

penjualan, penyerahan, dan/aleu kensumsi barang dan jasa tertentu-

Pasgal 25

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkar oleh

konsumen barang atau jasa tectenna, meliputi:

A, jumlah perobavaran vang ditcrima oleh penyedia Makanan dan/atan
Minuman untuk PBJT atas Makanasn dan/atau Minuman,

b. nilad juzl Tenaga Listrilk untuk PBIT atas Tenags Lisink; 7

. jumnlah pembayaran kepada penyedia Jesa Perhotelan untitk MRJT
atas Jasa Porthotelan; « f’

A, jumlah pembayaran kepada penyedin atau penyelenggdfa tempat
parkir dan/atau penyedia layzman memarkiskan kéndarasn untuk

PRIT mtas Jasa Parlar;, dan

v
' 4

e jumlah pembayaran vang ditcrima olch penyelonggara Jasa Kesenian
dan Hiburan untuk PBJIT alas keseniansdan aburarn.

Dalam hal pembayaran menggunakq.ﬁﬁn:ﬁhéi‘ner ataw bentuk lam vang
sejenis vang membat nilal mapiah ;EIL'FE'I.L-I mata  wang  lain, dasar
penpenaan PEIT ditetuplean sebesir nilai mopiah atau mata uang
laiomiya terselnt. ’

Dalam hal tidak terdapat pcml;aj.rara_n sehapaimana dimaksud pada ayat
(1], dasar pengenasn F'E.J']"’dihitung berdazarkan harga jual barang dan
jasn sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Dalarn hal Pemen’.ﬁtah Dacrah menetapkan kebijakan penpendalion
penggunadn kendarasn pnbadl dan tingkat kemacetan, khusus untuk
F‘B.J‘I',;ata.s Wfasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat [1] hural 4,
I’cmﬁi‘iﬁtah Docroh dapat menctapkan dasar pengenaan scbhosar tanl

\paErkr seleslom dikengkan polongan.

(1

(2

Pasal 26
Milai Jual fenags Tsimk sehagaimana dimaksad delam Pasal 25 ayat (1)
hurnaf b ditetapkan unials:
a. Teraga Lisink yang berasal dan sumber lain dengan pembayaran; dan
. Tenaga Listrik yanpg dihasilltan sendin.
Nilai jual tenaga lisoik yang ditetapkan uniuk (enaga listnik yang
berasal dam sumber lan dengan pembavaran sehagnimana dimaksad

pada ayat {1) huruf a, dihitung berdasarkan:

- m———r——

P ———
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(4]

{1}
(2

(-3

(1}

(2}

a. jumlah 1agihan bisya/beban wiap ditcunbal dengan biaya prioskaian
kWh/varabet wang ditagihkan dalam rekening  listrik, untuk
pascabavar; dan

k. jumnlah pembelian tenaga istok unluk prabayar.

Nilai jual tcnaga lislAk yang diretapkan untuk tenapa listnik yanpg

dihasilkan sendici sebagaimana dimeksad pada ayat {1) huruf &

dihitung berdasarkan kapasitas tereedia, tingkat penpguinaan listrik,
jangka wakbu pemakaian bstrik, dan harga saluan listrik yang berlaku

di wilayah Dacrah. % ¢ "/~

Perdasarkan nilai jual tenaga listtik yong ditclaplan untuleStensgn

listrik yang berasal dan sumber laan dengan pemmbayaran se’l:rﬁgmmana

dimaksud pada ayat (1) buedal 2, penyedia tenaga listrike schapgai Wajib

Pajak melakukan penphitungan dan Pomungutan »P'B»I’P; atas tenapa

listrik untuk penggunaan tenaga listnk yang dijual f‘ﬂi{ili thizerahkan.

IPasal 27 \

Tarifl PBIT ditctapkan sehesar 1004 E!}]El‘."l:ll’.'ll'u}‘l‘ pErSety

Khuaos taril PCUT atas jasa hib\.i;‘qjtj pal:la diskotck, karacke, kelalb

malarm, bar, dan mandi Lla]:l-,."sp.::i ditttapkan sehesar 0% (ermpai puluh

Cerser o~ \

Khusus tacl POLIT apés lT'Enag:i Liztrak usituk:

a. kensums  Tenaga Listik dari sumber lmin  oleh indilgtn,
pertambanganiminyak bumm dan gas alam, ditetapkan acbosar 3%
(tipa persen): daiu

b. konsmms1 Tendaga Listnk yang dihasilkan sendin, ditetapkan
Htlbts-ﬂ.f 1.0% (el koma lima persen),

Pasal 2B
Besaran pokok PRIT yvang terutang dibitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan PRIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan
tarnif PBJT scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
Saal tetulang FEIT ditetupkan pada saat:
s pcmbayaran penyverahan atas Makanen dan/atan Minuman untuk
PHIT atas Makanan danfatau Minuman;
b. konzswmei/pembayaran atas Tenaga Listik untuk PEJT ates Tenaga
Lisirik;

¢. pembayaran/ peayerahsn atas jasn perhotelan untuk PBRJT atas Jaza

T
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Perhotelan,
d. pembayaran/ penyershan atos jasa petyedizan tempat parkir untok

PRIT atlas Jasa Parkir; dan i
. pembayaran,/ periverahian atas jasa kesenian dan iburan untuk PBJT

atas Jass Keseman dan Hibura.

{3] Wilayah pemungulzn PBJT yang tensang merupakan wilayah Dacrah

tompat penjualan, penyerahan, danfatan komsumsi barang dan jRsa

tertenty dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame T A

Pazal 29 L O

{1} Ubjek Pajak Reklame adalah semus penyelengraraan Reklame.
(2 Ohick Pajak Reklame schagaimana dimakstd pada ayat (1) meliputi:

A.

b
.
d

]

Reldame papan/ billhoand/ videotron, megairon;

. Reklame kkain;

e,

Reklame melekat fstiker:

. Reklame selebaran,

. Beklame berjalan, tefiastik pada kendaraan;

I. Reklame udars; 9

=8
h.

Ecldame apung’,
Reklarne filin ,{si’:'de; dan
Eeklarne pEragaam.

{31 Yang dilsceualikan dati objek Pajak Reklame adalzh:

.

\

penyelenggaraan Reklame melalui intemnet, teievisi, radio, warta
'h;.iﬂ'c;n. warta minggusn, warla bulanan, dan sejenisnya;
Talielfmerek pinduk vang  melekat pada baranme yang
diperdapangkan, yang berfungsi unfuk membedaksn dan produl:
BO)CIN1S laminya;

nama penpgenal usaha atan profesi vang dipasang melckat pada
bangunan dan/atau di dalam arca tempat Wsaha atad profesi vang
jemis, wkuran, entak, dan bahen Belklamenys diabar  dalam
Peraturan Wall Kota denpan berpedoman pada ketentuan yang
mengatur tentang nama pengenal usaha atau profes terscbat;
Relllame yang diselenggarskan aleh pemerntah puasat  atau
Pemernintah Dacrah; dan



- -
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{1)

k2]

i2

(3

i4}

{50

.a7-

=. Reklame wanp diselenggatalan dalam ranpka Kegiaten pohlitik,
sosial, dan keagamaan yang tidak dizertai dengan ildan kamersial,

Pagal 30
Subjck Pajak Reklame adalah orang ptibedi atau Badan yang
mengpunakan BEeklame.
Wajib Pajak Reklame =dalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31
Dazar Fenpenaan Pajak Reklame merapakan nilai scwa Reﬂa.inéw '
Dalamm hal Reklame diselenggarakan oleh pihak Iu:etiga""nﬂﬂi SCWH
Reklume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1tet.upka.n berdasarkan
tilai kontrak Reklarme. , \
Oalam hal Reklame disclengearakan scndm, mlal sewa Reklame
sebagaimana dimakswl pada ayat (1) djhlmng dengan momperhatilan
falktor jefis, bahan vang dlg'l.J'l‘lEJv.'En lﬁl{&ﬂ peneropatan,  wakiu
penayangan, jangka wakiu pﬂlyﬂlenggaraa.n jumlah, dan ukuran medis
Reklame, !
Dalam hal nilai sewa Reklame sebugaimana dimaksud pada ayat {2
tidak diketahui damgatan :]is:nggap tidak wajar, nilal sewa Reklamc
ditctapkan dengap ménggunakan faktor-faklor sebagaimana dimaksud
pila ayat [3). e
Perhitungan milui) sews Feklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
djtctapka?n‘dcngﬂn Peraturan Wali Kota,

Pasal 32

Tanif Pajak Reklome ditetzplkan sebesar 25% (dua puluh ima persen).

£}

i)

(3}

Pasal 21
Bezaran pokek Pajak Reklame yang terutang ditmtung denpsn cam
mengalikan dasar pengcnaan Pajalc Eckiame sebagaumana donalisud
dalam Paszal 31 ayat |1} dengen tanl Pajak Reklame sebagaimana
dinaksud dalam Pasal 32,
Saat Lerytang Pajak Reklame dutectapkan pada =saat  tegadinya
penvelengearaan reklame.

Wilayah pemunputan Pajak Reklagme yang tcrutang merupakan wilayah




il Ha st il

(4}

(1]
{2)

(i}

(2}

(1)

2

3l

{4

SN -

Duerah tempat penvelenyparaan reklzme.

Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reldame
vane terulang adalah wilayah Dacrah tempat usaha penyelénggara
reldarne terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Fazal 34 54

Ohjck PAT adalah penpgambilan dan/ateu pemanfzatan Air Tanak.
Yang dikecuatikan dari objek PAT adalah pengambiian untl: '\/w '

a. keperluan dasar rumah tangga; AN
b. pengairan pertanian redorat; <

o, perkanan rakyar; »

d. pelernakan rakyat; dan ’

e. keperluan keagamaan.

Pasalas ;

Subjek PAT adalah aréng, pribadi atau Badan yang melakukan
petgambilarn danfatEn pn:ma.lfﬂaata.n AT Tanah.

Wajih PAT adalsh “orang pribadi atau Badan wyang melakukan
pengatmtalar da;t};“’a}.au pemanfaatan Air Tanah,

4 Pazal 26
Dasar pengenaan PAT meripalkan nilal pesolehan Adr Tanah.
Nilad ,:pemlehnn Ar Tanah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

; merupalian hast perkalian aniars harge air baku dengan bobot far
Tanah.

Harga ndr beku ditetapkan berdaszarkan biaya pemelibaraan dan
rengendalian sumber daya Air Tanah.

Bobot Air Tanab dinyatakan dalasm keefisien vang didasarkan atas
Taktor-Takilor enkul;

a. jenis sumber air:

L. loka=l sumber air

C.  juan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

d. waluyme ar yang diambil dan/fatay dimanfaatkan;



=, boalitas adr; dan
f. tinglkai. kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/ ata pemanl@ai=n air
{3 Bexarnya nilai perolehan oir tanah schagaimana dimalesud pada ayat
(1) ditctapkan dengen Peraluran Wali Kota dengan berpedoman pada
nilal pernlehan air taneh yang ditetapkan clch Gubermur,

Fasal 37
Tarif PAT ditatapkan sebesar 2% |dua puluh persen).

N

Pasal 38 A4
(1! Besaran pokok PAT vang teratang dihitung dengan gagal 'fﬁe'ngalikan
tlasar pengenaan PAT sebapaimana dimaksud dalam F‘aaal 30 ayal {1)
dengan taif PAT scbagaimana dimaksud dalam Pasa] 37,
(21 Saat terutang PAT ditclapkan pada saste tl:ljﬂdlm-'a pengemilan
dan/atau pemanfeatan air tanah. )
(¥ Wilayah pecmunputan PAT vang tcmtangmcmpakan wilayah Dacrah

ternpal pengambilan dan/atEan pﬁm’snlﬁaatan aur ranah.

" Paragraf 6
"y \@psen PKR

" ; Fasal 39

\

Cbijek Opsen PKBhadalah PEKB tefilaty,

N Pasal 40
{1} SubjéePajak Opsen PKR merupakan Subjck PKE,
{2 Wajib Pajek Opsen PEKB merupakan Wajib PEB.
3} Wanh Punput Opscn PEB adalah instansi Pemcrintalh Daerak Provinsi
bersangkuiat yang bervenang memungut PEKE,

(4} Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamasn denpan pormungatan
Pajak lerutang dan PKB.

FPasal 4]
Dasar pengenaan uniyk Opsen PKB merupakan FRKR terutang,

Faszal 42

=TT



Tarif Opsen FrH ditetapian ssbesar 66% (@nam pulub enam persen.

Pasal 43
(1] Resaran pokok Opsen PEB vang terutang dihitung denpsn eara
mengalikan dasar penpensan sehagaimana dimaksud dalim Pasal 41
denpan tari scbagaimans dimaksud dalam Pasal 42.
7] Saat terutang Opsen PRE ditctapkan padsa saat terutangnya PREB.

(3] Wilavah pemunputan Opsen PKB yvang terutang menlpakan wj,lsi}rzutp.

Draecah tempat kendaraan bermotor terdattar,

P.HI.:IEI."E.FT ' . \:'..
Crpzen BENKE <

Pazal 44
Ubjek Crpeent BENKE adalah BENKE terutanges .
Pagal t}:t%. ) 5
{1} Subjck Pajak Opsen BBMKE merifakan Subjck Pajak BENKB.
(2] Wajib Pajak Opsen BBNKER merupakan Wajib Pajak BBNKE.
(3] Wajib Pungar Opsgtt BENI&B adalah instansi Pemenntalh Daerah
Provitisi ‘l:rers-angl-mt;n ya.rig berwenane momungut BBNKE.
[4) Pemungutan Gipsen BEBNKB dilakukan bersemaan dengan pemungutan
Pajak teruting dari BBNKE.

~ \ Pasal 46
Dasar.péhgﬂnann uniok Chpsen BBMEEB metupakan BEBNEB terutang.

Pasal 47
Tarf Opsenn BRNKR diletaplkan sebesar 6% (enarm polubh énam persen).

Pasal 458
(1] Besarati palol Opsen BHMKB yang terutang dihitung denean cara
mengalikan dasar pengenaan pajak sebapsimans dimaksiu] pads Pasal
46 dengan tanl sebagaimana dimalesud pada Pasal A7,

(2] Bast trratang Opsen BBNEKB ditetapkan pada saat tcrutangaya
BENKE.
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Wilayah pemunputan Dpsen PRNRE yang terulang menipakal wilayah
Dacrah tempat kendaraan bermotor tordalbar.

Bagian Kctiga
Masa Fajak dan Tahun Pajak

Pazal 49
Bast terutang Pajak dilctapkan pada sant orang pnbads atan Badan t=laty
memenuhi syarat subjektif dan objebctil alas suam jenis Pajak da]m
satu kurun wakha terieniy dalam masa Pajak, dalam tabun Fajak, at;i:l
dalam Bagian tahun Pajak sesua dengan ]«:l:tw:ntl.;aq ;Fﬁé/rai:l.lran
perundang-nndangan perpajakan dasmh. pe
Masa Pajak berlaku wntuk jenis Pajak yang dipufig@t’ berdasarkan
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana, dimaksud dalam
Pasal 3 avat [2], keocuwalh untuk BEPHTE ﬁ:bﬁg&iﬁm'n;; dimakand dalam
Paaal 3 ayat (2) hurol a. -
Masa Fajak sebagaimana tlimaksul:l':p'a;:léi ’ét}'at (2] ditetapkan uniuk
Jjangka waktu 1 (zatu) bulan kﬂlt}nﬂ;{jaiﬁu jangks weaktu lain paling
lama 3 {tiga) hulan kalender, Watip” menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, mcnyntﬁi’,’ dan mclaporken Pajak yang terutang.
Tahun Pagak merupakian jmlgj-m waklu yang lamanya 1 {sat) tahun
kalender, kecuali bita Wajib Pajak mengsunakan tahun buku yong tidak
sama dengan ta.h;.\l.rr L;alcndcr.
Maxa Pajak dan tabun Pajek ditetaplan dalam Peratoran Wali Kota.

Bapgian kcempat
Penpounaan Hazil Pencnimaan Fajak

Uritul: Kegpiatan Yang Telah Bitentukan

Pagal G}
Hasil penerimaan Opsen PKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) hurnaf d dialokasikan palng sedikit 10% (sepulul persen)
untuk pembangunan dan/aisu pemeliharaan jalan serta peningkatan
moda dan sarana ansportasi Lrim.
Hzaml penenmaan PBJT atas Tenaga Listnik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 awal {2} hurol b, dialokasikan paling sedikit 10%

[sepuluh persen] untuk penyediaan penerangat jalan Umum.
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{3 HKematan peniyediman penerangan jalan amoem sehagaimang dimaksud
pada ayat {2) meliputi penyedizen dan pemeblibarasn  nfrastruktur
pencrangan jalan umum scrie permbayoren bigya atas  Konsums
Tenapga Listrik untuk pensrangan jalan unin.

(4} Hasil penenmasn PAT schagaamana dimalisud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruyl ©, dialokasikan paling =edikic 10% (sepuloh persen) unlak
pencegahan, penanpgulangsm dan pemulihan pencemaran danfatan
kerusakan hngkungan dup dalam Dacrah yang berdampek terhadap
kualitas dan kuantitaz air tanah, meliputi namun Hdak rerhatas paéiaf/»

a. penangman pohon;

L. pembuatan lubang atal sUumlr cesapan; 4 J { »
. pelestanan huatan atau pepehonan; dan allthr
{ \
d. penpelolsan hmhbah. L O/
BAB IU W)
RETRIBUSI

Bapiarn Hé'sfa}ﬁu'
Jenis Retribuysi
N N\ asal 51
Jenis Retribusi terdin ::rta::q: b
a. Retrnibuwsi Jasa Uzﬁuni;;
b. Retribusi Jasahlsaha: dan

=} Reuibusi.}}!er:i;inan Tertentil

Bagian Kedua

Retnbuasl Jasa Umum

Paszal 52
{1} -Jocnis pelayanan yeng merupakan objek  Retribusi Jasa  Umum
*ebapaimana dimaksud dalam Pasal 51 huraf a melipati:
a. pelaranan kesehatan;
h. pelavanan kebersibian;
<. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan paser.

(2] Pelayanan sehagaimama dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan

e



yanp diberikan oleb BLUD,

i3 Dikeecualikan dari objek jerus Bembust Jass Umutn sebapaimana
dimaksnd pada ayat {1} adalah pelayatnan jasa yvang didakuksn aleh
pemerintsh  pusat, badan usaha milik negara, badan usaha fohk
daevah, dan pihak swasta,

{4) Subpek Retnbusd WJasa Urmnum wenpakan corang pribadi atao badan
vang menggunakanmenlkkmat pelavanan Jasa Urnanm.

(3] Wajih Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang
mENUrLL perairan perundang- undangan diwajibkan antuk mtlal;uﬂmi}

pembayaran Kembus atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 53 e
Pclayanan keschatan schagaimana dimaksud dalam Pasg] 52 ayat (1) hural
A merdpekan pelayvanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,
puskesmas pombantu, rumah sakat umum Dacrakyg Iﬁhﬂ;atnﬁlun kesehatan
vang dimmilik danfataw diketola oleh Pemeringah Daergh, kecnal pelayanan
adminizstrasi. X4,
Phgal 59
(1] Pelayanan kebersihan sehagaimalm dimaksud dalam Pasal 32 avat (1)
hunil &b merupakan p-ﬂf!.}’ﬁ.l‘l‘-ﬂ}l kcberathan yeng disclengearslkan oich
FPemerintah Taeralysneliputi:
a, pengambilan, ﬁgzm'pengumpulmi sampah dawr sumbernya ke lokasi
prmbuangan scmentars;
B penganghillan sampah dard sumbéermys dan fatad lokast pembUangan
seménté.ra' ke lekasi pembuangan ! pembuangan akhiv sampah; dan
C, ;-cn}fc:dlaa.n lokas. pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
(2) Wilterualikan dar pelavanan kebermihan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} adalah pelaycnan kebersihan jalann urorn, berman,  tepnpst

ihadah, sosial, dan wempat umum lainnya.

Pasal 35
Pelavanan parlar di tep Jjalan umum sebagaimana dimaksud dalam Paszal
22 ayat (1} harul © merupakan penyediaan polayanan parkir di tepl jalan
umuin yang dilentukan aolch Pemerintah Daerah aeaai dengan ketenoman

peraburan perundang undacgsn.
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Fasal 56

Prlayanen pasar sebapaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) haral d

merupakan penvedizen fasilitas pasar rakyat berupe pelataran, los, dan

king vanp dikelola oleh Pemcrintzah Tracrab.

(1]

2]

i1t

(2]

=]

(4]

Pazal 57

Tingkat pengeunasn jasa atas pelayanan Jasa Umum menupaksn

jumlah pengennaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban bnaya yang

dipikul Pemernntah  Daerash uniuk  penvelenpgaarasn jasa, yanp

betsangloatan. : J

Tingkat penggunaan jasa atss pelavanan Jass Umum sebagaimana

dimaksud pards ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: e~

g, pelayenan kesehatan divkur berdazarkan jenis dayaoan, frekuensi
layanan, dan/atan jangka waktu layanan;, N

h. pelavanan kebersihan dikeor berdasackan jé:nisllayansn, frekuensi
layvanan, volume dan fatan jenis sampah fimbah cair;

. pelayanan parkic di lepi slan l‘zmi.l'r':n“r]iukur herdasarkan jers
kendaraan, frekusnsi layanan dall)-" atant janpgka waktu pemakaian
tcrmpat parkir; dan . ,

d. pelavanan pasar digku®, berdasarkan irelnlensi layanan, jangka
wakty permakaiat E’asi]itas&pasa: dan/atau jerus pemakaian fasilitas

PaSAr.

] Pazal o8
Frinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum
ditetapkans dengan  memperhatikan  bisya penyediaan jasa yang

I:u;:rsén;jgl-:ul_an, kemarnpuan  masyarakel,  aspek keadilan, dan

\ Clektivitas pengendalian atas pelayanan terzebut,

Piaya achagaumana dimaksud pada ayat (1) mcliput biava opcrast dan
pemealiharaan, biaya bungn, dan hiaya mndal.

Dalamm hal  penctapan tanl  sepenubhnya  memperhatikan biaya
penyvediaan jaza, penclapan (afl hanya untuk menutup schagian
TR VR

Prnsip dan sasaran dalam ponetapan tarifl Renibusi Jasa Umam
yang  diberikan  oleh BLUTY ditctapkan sesuai dengan ketenfusn

peraturan perundang-undangan mengena: BLUD.
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Fasul 5%
Besaran Retribusi Jasa Umuam veng rerutang dibutung dengan cara
mengalikan tngkat penggunasn jasa sebagaimana dimaksud dualam
Pasal 57 dengan taril Bctribusl
strktur dan hesaran tarif Retribusi Jasa Umom tercantum dalam
Larupivan | yang merupakan bagian tidak terpisabkan dan Peraturan

Daerah ini.

Bapian Ketiga
Retribusi Jasa Uzaha

Pasal &0 P
Jenis penyediaan/pelayanan baramg dun/alag Jaxd j.rauﬁg meinpakan
objck Retribusi Jasa Usahs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf b meliputi: & N
. penyoediaan tempat Khasus parkar d luEu‘ badain jalan;
b, pelavanan rumaeh pemotongan hewan ternaj»:
c. pelayanan tempat rekreass, pa.n‘;@;/ata, dan olahraga;
d. peojualan hasil produlol usaha Pernerinialy Dacrah; dan
pemanlzatan aser Daérah }ra.tig tidak menspangpu penyvelenpestsaan

F

tugas  dan  fpgsi ur;é;aniﬁﬂﬁi perangksl  Daerah  danfatan
optimalisas e Daerah dengan tidak mengubah status
I.-s:epen'li!ika;n'\ s-t;s.uai dengan ketentuan  peraturan perundang-
undangsn,
Frnyvediaan pelayanan sebagaimana dimsksod pada ayac (1) dizediakan
atau.;dit.:erﬂ-:a.n olesh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan
kﬁ-l'l»E l:llbcnkan dan kcwenangan Dacrah scbapaimana diacur dalam

; ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan

vang diberiban oleh BLOD.

Dalam hal terdapat penvesuaian detail rincian objek alas pelayanan
yvang dibenksan oleh BLULY sebagaimanz dimalisud pada ayat (39,
penyesuaian detall nnctan obgck diatuwr dalam Peraturan Wali Kota
seeLl ketentuan peraturan perandang-undangan,

Detail rincian objek yang dianar dalam  Peralyran Wali Kota
sehagaimana dimaksud pada ayvat (4) dilaksanalkan dengan ketentuan:
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a. tidak bertentangsn dengan peramiran perundang -endingsn yans
lebah bnggl,

b. ddak menghambat ildim investasi di Dasrah; dan

c. tidal: menimbulkan ekonomi biava tngg.

(6] Dikccualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakokan oleh
pemcantah pusat, buadan wsaha milik negara, badan usaha milik
dacrah, dan pihak swasia,

.

(7} Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau,badan.

"

vang menegunakan  menikmati pelayanan Jasa Usaha,

(%) Wajib Retribusi Jasa Usahs merupalan orang pribadi atau Eaﬂan Yang
menurat ketentuan peraturan perundang-undangan clmg]ihkan itk
melakukan pemnmbayaran Betribusi atas jenis p-&laya.na.l; Jasa Usaha,

v
4 e b4
Ny

Pasal 61 W )
venyediaan lempat khusus parkar i luur hudan jalan sebagaimama
dimeksnd dalam Pasal 60 ayat (1) hurui a mEI‘upaJmn penvediaan tempat
khusus parkir «i luar badan jalan 33.}'{5 disediakan, dimiliki, dan/ataa
thikelola oleh Pemerinenh Daerah. N\~
" \Pasal 62

Pelayanan simah pcmutﬁngén'hcwm tormak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayal (1) ’bnr:ul' b merupakan pelayanan penyediaan [asilitas
pemotomgan hettan ternak, termasuk pelayanan pemenbisaan Hesehatan
hewan sel:uelu.tn dan sesudah diputong, yung disediakan, dimilild, dan/atau
dikelola nlth F"r:ﬁ'l&nniﬂh Daerab.

»
-

et

Pazal 63
Pelayanat  tempat  rekreasi,  pariwisata, dan  olohraga  sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf ¢ merupakan pelavanan tempat
reltreast, parwisata, dan olabrega vang disediakan, dimiliki, dan/ataua
dikclola olsh Pemerintab Daeraby.

%

Pasal 64
Penjualan hasit produksi usaha Pemerinish Darmah sebaprimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat 11} hural d merupakan penjualan hasil produksi usaha
daerah olch Permnenntah Daerah.

- T
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Pasal 65

Femanfaatan asect Dacrah yang tidsk mengeangeu ponyvelenggaraan ugss

dan lingsk organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalizasi azet Daerah

dengan tdak meng@bab alails kepemilikan sebwemmans dimaksud dalemn

Pasal Slayat (1) huruf e zermasuk pemanlaatan barang milik daerah sesuai

denpan ketentdan peraturan perundang-undangsn mengensl pengelolaan
barang milik daerah.

(1)

2

{1]

12}

Pasal &6

Tingkat penggunasan jasa atas pelayanan Jasg Uﬁsha:mq\;uﬁalmn

jumlzh penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban Biaya yang

dipikul Pernerinteh Daerzbh untuk pcnyclcn.gmﬁaanz jasa  yaap

bersangkatan, S 3

Tinpkat penggrunaan jasa atas pcla}fanm Jﬂsa Usaha strbagsimana

dimaksud dalam ayat [11 ditelapkan dt:ngam lr:ttcntuan

A, penyediaan tempat khusus parl-nr r11 Iu:l:r badan jalan dmakour
berdesarkan jenis kendaraam, f(g@cnm lavanan, den/alaw jangka
waktu pemakaian fastitas ifrﬁ1[h:ll khusus parldr di luar badan
jalan; h ‘

b. pclayanan rumal p;:mulu%gan hewan remak diukur berdasarkan
jemis hewan pesnik, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atan
jangks wakl:ﬁ\pc;nﬁka.ian fasilitas Rumah Potong Hewan,;

c. pelayanam tempzt rekressi, panwisata, dan olah raga diukor
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, danfatau janglka
wt;;]ctﬁ prmakaian fasilitas termparc rekreasi, parnwizstz, dan olah

oA

u:l Jprrjualan  preduksi usahe Dasrah divkur  berdasarkan  jenis

Uan fatzau volume produksi usaha Daerah; dan

e. pemanipatan asct Dacrah diokure berdazarkan jenis  layanan,
lrebnensi tayanan, danfalau jangka wakiu pemakaiat keltayasn
Daerah.

Fasal 6F
Prinsip ¢an sasaran dalam penctapan besamya tanl Retribbsi Juss
Usaha unuk memperusleh keuntungan yang laysk.

Keuntunpan yang Jarak sebagaimane dimaksud pada ayat |1} adalah

™1
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keuntungatn yang diperalch apabila pelayanan jasa usahda bersebot
dilakulan secatra elisien dan berorienkas pada hargs pasar,

Prinsip dan sasaran dalam penctapan tenf Retribusi Jasa Usaha vang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraloran
perundang-undangan yang mengallr mengenai BLUD.

Paszal &8
Besarman Reinbusi Jasa Ussha yeang teruteng dibctong detpan cara
mengzalikan tingkat pocngpunaan jasa schagdimana n:hmaj-:sulzl d&]ELIT.l
Pasal &6 denpan tarif Retribusi. '
Struktur dan Besaran taril Retnbusi Jasa Usaha tcrn:ant’um‘~da.la.m
Lampiran I yvang merupakan bapian tidak terplsahkan dan F"cmmran
Daerah .
Khusus untuk pemanfaatan barang mililc Dasrab, besipa:
. mowd Yang masa sewanya lchih dar 1 [sata) ta.hun,
b. kerja sama permaniaatan,
2, bangun guna serah atau bangun serah gu.na, atan
d. Kerja sama penyedigan ml'r-';l*}tkaur
Tata cara penghitungan besaran &0 untuk pernanfustan barang milik
dacrah schagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan denman
ketentuan: 5 4
a. besaran tanl' SEWa barang milik daerah berupa hasil perkalian
dan tani, pﬂ-kulrs: scwia don faktor penyvesual scwa;
b. hasi]l Kega sama pemenfaalan berupa pendapatan daerash vang
terder, atas  kontribusi  tetap  dan pembagian keuntungan
.ﬂitﬂ’tapl-:a.n olch Tim  berdasarksn basil pechitungan  sesuoas

"Ketenluan peraturan perundang- undanoan:

L G, ' hasil Bangun Gunz SerahfBangun Serah Guna berupa kontribusi

trhunan yang merupakan pendapatan daccab dikibung oleh Tim
vang dibentuk  oleh Wall Kota sesual ketentuan  peratilran
perandang-undangan; dan

d. besaran pendapatan  dasrah dari kerja  sama penvediaan
mirastruktur  hemipa  pembagian  kelebikan  keuntungan
Ictaurback) dibitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim Kerjasama
Penyediaan Infrastrukiur sesuai ketenluan peraturan perunduang-

undangan,

(0] Pengaturan lebib lanjut mengenai bentuk pemanfastan barang milik
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duerah dan penghiningan besaran tanl scebagamaou dimaksud pada

ayat (2} ditetaplkan denpan Peraturan Wall Kota.

Penctapan Peraluran Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5]

dapat dilakukan untuk seniap pelaksanaan pernanfaatarn barang milik

Dacrah.

Bentuk pemanfaoatan barang milik Deersb schagaimana dimaksod

pada ayar |.3) dilaksanskan desgan ketentuan:

a. bdak berentanpgan dengan peraturan perundang-undangan ¥ang
tebity tngg: j

L. ndak menghambat iklim investasm di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biayva tingei. Ry

Pecmantaatan barang milik Dacrah schagaimana I:lll'l.'.lflkﬁl.lfl pada Ayat

(3) dilaksanakat sezusi dengan ketentuan peraturgn perundarng-

undangan yang mengatur mengenal pengelolaansbarang milik Dacrah,

Bagian Keempak
Retribusi I"cnzlnm Tcncntu

Pasalsy
Jenis pelayanan pembefan, izin yvang mempakan objel Retribusi
Feriginan Tertentu sehagaim;a.na ditmaksud dalam Pasal 51 huoenf o
mclipuati: ’
a. PRG; dan, \
b penpplriasn tﬁnhga kema asng.
Pelava.nan sebpgaimana dimaksud pada aval (1) disediakan atau
dlbcnl-mn alch Pemenntah Daerah berdasarkan kewenangan Dasrah
wbag,;a,m:aua diatur daelam keteniugn peraturan perundang-undangan.
Dakecualikan  dari objek  jenis  Retribusi  Perizinan  Tertento
webagaimana dimaksud pada avat (1) yaitu pelayanan perizioan yang
dilakukan oleh pemermlabh posarn, bhadan wusaha milik negara, badan
usaha milik daerah, dan pihak swasta.
Subjek Betribusi Penminan Tertentu merupakan Orang Pribadi atan
Hadan yang menggunakan/ menikmali pemberian Perizinan Tertentu.
Wajib Retribusi Perizinan Tertentu rerupakan Orang pnibadl atan
badan wang menural peranman perundang-undanpan  diwajibkan

untuk melabukan pembayaran Retnibusi atas pemberian Perizinan
Tertentu.

o
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Fasal 70

Pelavanan PBG scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6% ayat (1] huraf a
melipul penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerzah sesos
denpan ketentuan peraluran perundang-undangan,
Fenerbitsn PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput
keegiatan layanan kensultasi pemennhan standar tcknis, penerbifan
PB(:, inspeksi bungunan gedung, penerbitan SLF dan SEKBG, serta
pencetakan plakat SLEF, :
Penerbitan PEG dan SLF tersebut diberikan unbuak pcrmi:lh-:}ﬂé:n
PRETEE L LA « f
a. Pembangunan barw; ~ '
b. Bangunan Gedunyg vang sudah terbangun don bélum/memiliki PBG

danatae SLE; :
c. PBG permabahan untak:

1. peribehan fungsi Bangunan Geduwng,;
perubahsn lapis Bangunan Gtéiin'g:t 4
perubahan luas Rangunean C‘-cdung,
perubahan tampak Bangl.fﬂﬂn Gedung;

Wk W W

perubahan spss.:ii"ﬂﬂ:és.i dan dimensi kemponen pada Bangunan
Gedung  yang 'mtmpf?ng,aruhi aspek  keselammntan  danfatau
kesehataq; ) ’

f, pcrkuatan\Eanguna.n Gedung terthadap tingkal kerusakan sedang

Alal berats

7. parliwdungan danfatau pengembangan Banpunan Gedung cagar
bﬁda}‘a; atau

E,:p-ﬁr'h:::ikan Bargunan Cedung vang tecietale i Kawasan capar

budava.

wW. PBEG perubahan tidak diperlukan uniuk pekerjaan pemeliharaan

dan pekerjaan perawakan.
Dikccnalikan dan pengenaan Retribusi atas pelavanan sebagaimana
eimaksid pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah puasat,
Pemerintah Daerab, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Faszal 71
Felayanan penggunaan tenoga kerja asing sebapgaimana dimaksud

dalam Pasal 69 ayat (1) hurif b merupakan pelayanan pengesnhan
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rencana penpzunaen tenaga kerja asing porpanjangan acsual wilayah
kerjn  tenaga kerja ssing sesuei dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan mongenadl pengglinaan tenaga kerja asing-

Mikeenslikan dari pengenaan Eelnbusi etas pelavanan scbagaimana
dirtiaksud pada ayat (1] adalah penggunaan tenapa kerja asing oleh
inalansi  pemerinah pusat, perwekilan  negara asing,  badan
intermasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan  jabatan

lerteniuw di lembaga pendidikan.

Pasal 72

Tingkat penggunzan jasa wtas  pelayanan  Perizinan JfCertent
merupakan jumlah penpgunasn jusa yeng dijadikan \dasar alokasi
beban biayva yang dipilkul Pemenntah Daerah untuk penyelenggaraan
jasa yang bersanghutan.
Tingkat pengiungan  jasa  atas  pelayanan) Penzinan  Tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditgtapkan dengan ketentuan:
a. pelayanan PBG diukur berdasarkén forrmuzle yang mencermninkan

biava penyelenggaraan penyediaan layanan,; dan
b. pelayanan penggunoasn tenagn ic::ja asing diukur berdasarkan

fretouensi penvediaandayvanan dan fatau janghka wakitu layanan,
Formula sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huraf a terdin atas:
g formala untuleBangunan Gedung, melipuain

L. Luas Tetal'Lantad;

2. Indekslokalitas;

3. Indeis Terintepgrasi; dan

4. Tnclek s Bangunan Gedune Terbangur,
k.« Formula untulk Prazarana Bangunan Gedung, melhipati;

1. Volumec:

4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung: dan

3. Indeks Bangunan Gedung Terbanguan,

Pasal 73
Frinsip den sasaran dalam penctapan besarnya el Rerdbusi
Cerizinan Terrenty didasarkan pada tujuan untk menutup sebagian
ataun  seluruh Inaya  penyelenggaraan permbenian  izin yang
bersangkutan.

Biava penyelenggsraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
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ayal (1] meliputi biaya penerhitan dekuren  2in, pengawasamn,
peregakan hukum, penafansahsan, dan/alan biayva dampak negatif
dan pemberian zin tersebuL

Pelayanan PBG schapaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat {2 haruaf
a, bipya penyelengearaan pelayanan memperhatikan pada nncian
layanan sebagaimana diztur dalam peraturan perundang-undangan
mengenal bangonan gedung,

Pelaydanan pengesahan rencand  penggunaan  tenaga kerga  asimg
porpanjangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) hundbhb,
bizva penvelengparaan pemberian izin memperhatikan pada rimcian
layanan schagaimana diatur dalam peraturan p&mndgng-undangan

mengenal penpggunaan tenuggs Kerja asing.

Pasal V4
Besaran Retribusi Perizinon Tertentu 3‘ﬂng'tﬁ'mtﬂhg dikitung dengan
cara mengaliban  tingkat penpounaan gasa sebagaimane dimaksod
dalam Pasal 72 dengan earif Retribusil ()
Khusius untuk Retribtisi Perizinan Tertentu atas pelayanan PR,
besaran Hetrnibusl yang t:rutangudihitung berdasarkan perkalian
Antara tingkat pengpupaan, jasa atas penyediaan pelayvanan PBG
dengan harga satuan/Rerribd=) PBOG,
Hargs satuzn Retnibusi PBG sebagaimana dimaksod pada ayal (2)
terchint atas:
a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
b. Harga™Eatuan HRetrbusi Pragsarans Bangunan Gedung untuk

Prasarana Bangunan Gedung.

Taal Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1] merupakan nilai

Lupith yanp ditetapksn unluk menghilung besaran Rerribusi yang

terutans,

Dalam hal tanf Eetribusi sebagaimana dimaksnd pada zyat (1)
dinyatakan dalam =zatuan mata vang selain mapish, pembayaran
Fetnbusl dimaksud tetap hanis dilakukan dzlam satuan mata vang
rupiah dengan menggunakan kuyrs vang ditetaplan oleh menten yang
menyelenggarakan Urusan pemenntzhan di bdang kewangan untuk
kepentingan perpajakan.

Struktur dan besaran lwnl Reuibusi Perizinan Tertentu tercantuam
dalam Lampiran I yang merupakan bagian ddak terpisabken dan

PR——
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Pecaturan Dacrah mi.

Bagian Kclima

Permanifaatan Penenmaan Fetribiisi

Pasal 75
Pemanfantan  darnd penerimaan masing-masing  |onis Rcfrlh‘fmi
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan Jlangsung
dengan penyelengparaan pelayanan yang bersanegkutan, ‘
Fetanfaaran dari penerimaan Retribusi yang dipnngut dan dikelala
alelh  BLUD  dapat  langsung  digunakan ‘untuk  mendanas
pervelenpgaragn pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan
perindane- undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenaa perﬂém'aﬁtan petieritnaan  Retribusi
schagaimana dimaksud pada fayat {1] dan avat (2) diangr dengan
Peraturan Wali Kota. 3

Bagian Keehatm

Peninjauan Fanl Ketnbust dan Penambahan Otgels Retnibaas

FPasal 76

Taril Retribusi ditinjau kembeli paling lama 3 {tiga) tahun sekali.
Peniggatan, arnl Reinbust sebagaimana dimaksud  pada oayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
\perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa
Dmum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Peminjauan besaran taril Retribusi khusos pelavanan PBG hanya
dilakulzan terhadep besaran harga atan indeks dalam tabel HSBGN
atau SHET dan Indeks Lokalitas.

Peninjauan besaran tanf Hetnbusi khosus pelayvanan pengeunssn
tenga kerja asing berdasarkan taril yang ditetapkan dalam peraturan
pemerintah mengenzn jenis dan tanl atas jems Penernimeasn Negara
Bukan Pajak yanw berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerntahan di bidang ketenagakerjann,
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Tarl FEetribusi hazil peninjauan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
ditelapkan Jdengan Peraturan Wali Kota,

Penirjauan tatif Retribusi dan penambahan objek Retribusi yang
dikelala oleh BLUD ditetapkan dengan Peraburan Wah Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBLISI

Paxal 77
Mecmunputan Payak dan Betnobusi dilaksanaelkan sesnal dengén
ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan RC'LF.-li.JL‘Iﬁi..
Ketenituan wmiin dan tata cara permungutan Pojak ‘dan Retribusi
sehagaimana dimakaud pada ayat (1) meliputi pengaturan’ mengenai:
a. pendaftaran dan pendataan; P
penetapan bhesaran Pajak dan Eetobos !E:rulangf

o

pembayuaran dan penyetoran;

pelaporarn,
g, pEngurangan, pembetulan, dan pendbatalan ketetapan;

oo

]

pemeriksaan Pajak,

g. penagihan Pajal dan Rerribusi;

h. keberatan; ;

1. pugatan; !

J. penghapusan pititang Pajak dan Retribusi cleh Wali Kota; dan

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemunmitan Pajak
dan Retribusi.

Ketentwan Iebibh lanput mengenai tata cara pemungutan Pajak dan

Rewibusi scbagaimana dimaksud pada ayat {2} diarur dengan

Peraturan Wali Kota vang becpedorman pada  ketentuan peraturan

perandang-undangan.

BAB YV
FENGURANGAN, KERTNGGANAN, PEMEEBASAN, PENGHAFPUSAN ATAU
PENUNDAAN ATAS FOKOK PAJAK,/RETRIBUSI 5

Bagian Kesalu
Inzentil Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha
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Pasnl 78

Dalam mendukung kebijakan kemudaban berinvestasi, Wall Kota

dapat membenkan insentif fiskal kepada pelakn usaha di Daerah,

Insentif fivkal sebagaimana dimaksud pada  ayat (1] berupa

pengurangan, kernngsnman, don pembebasan atau penghapusan atas

polkok Pajak, pokok Relrlusi, dan/atau sanksinya.

inzentf fiskal scbhagaimena dimaksud pada avat (1) dapat diberikan

atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retnbusi atau diberikan

zecara jabatan oleh Wali Kota berdasackan pertimbangan, meliputy.

A. kemampuan membayar Wajib Pajak dan fatan Wajib Retribuz_ﬂ;

b, kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkenaibencana
alam, kebakuran, danjatau penyebab lainnya yang\temadi bukan
karcna adanya unsur kesengajaan yang dilaiukan &leh Wapb Payak
danfatau pihak lain  yang  berrojuan, Gaokak menghindan
perabayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindunpi pelakia usaha mikro dan ultra
truibiro: ’

. uniuyk mendukung kebijakan! Daerah dalam mencapal program
priontas Daerah; clan/atauds ’

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai
pProgram priortasnasioensl.,

Pemberian inseptif, fiskal sebagzimana dimaksud dalam  aval {1}

ditetaplkan demgant Peraturan Wali Kota dan dibentahuksn kepada

Dewan Peraakilan Rakyar Daesrah.

Pembentahuan kepada Dewan Perwalilan Ralorat Dasrab sehagmmana

dimaksud pada ayat (4) disertal dengan pertimbangan Wali Kota dalam

membenkan insentf fiskal

Baman Eedua
Pemterian Keringanan, Penguirangan, dan Pembebasan

Fazal 70
Wali Kota atau Pogabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan pemundaan pembavaran atas pokok
danfatey sanksi Pajak dan/atan Retribusi dengan memperhatikan
kondisi Wajil: Pajak atau Wajib Retribtlsd dan/atou objek Pajak atau
objek Retribusi,
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Pembenan kennganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau
obijek Pajak atau objek Retribusi,

Kondisi Wajpib Pajale sebapgaimana dimaksitd pada ayat (1) meliputi
kemaumpuan membayer Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wegih Pajaik.
Hondizi objck Pajak sebagaimana dimaksud pada syat {1} mebpub
lahan pertanian yang sangat ferbatas, tanah dan bangunan gamg
ditempati Wajib Pajak dan golongan tertenia, ailai objek Pajak s-a.mpm
dengan batas tertenttl, dan objelk Pajak yang terdampal bgr;cana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atan kerusuhan. ¢

Bagian Ketiga
Kermadahan Perpajakan Daergh

Pasal 80 ('
Wali Kota dapat membenkan I-::;:rm.:tdjé!ha.n perpajakean Dacrah kepada
Wajib Fajak, berupa: -—
a  perpainjangan batasd wakta pembayvaran atau pelaporan Pajak,
dan fatan ' '
b, pembenian {asililas, anegsuran d@tan penundasan pembayaran Pagqk
terutang atau Utanp Pajalk.
Perpangangam, bataz wakitu pembayaran atau pelapeoran Pajak
scbagairnana dimaksud pada ayat (1) humef a diberikan kepada Wajib
Pajakevang mengalami keadaan kahar schingga Wajib Pajek tidak

ma.mt::u memenuhi kewajitian Pajek pada wakilunya.

~PErp~ﬁnj$J1§$n batas waktu pembayaran atau  pelaporan Pajak

stbupaimana dimaksud pada avat (1) huraf a dapac diberikan Wali
Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Waiib Pejalt yeng
ditetapkan dalam keputuzan Wali Kota.

Fembenan fasiitas anpgsuran atau penundaan pembayaran Pajak
teritang atauw Utang Fajak sebagaimana dimakeud pada ayat {1] haraf
I dilakukan dalam hal Wajih Pajak menpalami kesulitan likkuidivas atag
keadaan kahar Wajib pajak schingga Wajih Pwuk tidak mampa:
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada wakninya,
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Pembernen fasihtas angsuaran atan  penundaan pembayaran Pajak

terutang atau Utang Pajak schbagaimana dimaksud pada avat (4) dapat

diberilkan Wali Keta berdasarkan permohonan Wajib Pajpk yang
ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Dulam permbetian fasilitazs angsaran ataw penandaan  pembayaran

Pajak terutlartg sebapaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota

memperhatikan kepatuhan Wagib Fajak dalam pembavaran Pajak

selama 2 [dua) tahun erakiar

Keputusan Wali Kora atas permohonan Wajib Fajak sebapaioiana

dimaksud pada ayat (2}, dapat berupa: '

a. menyetujul jumiah angsuran Pajak danfatan masa angsugean a@n
lamanya penundaan sesual dengan permaohonan Wajib‘:P‘ajak;

. menyemiui sebagian jumlah  angsurang Pajak” dan/ataun masa
argsiran atad lamanya penundaan yang dimchotikan Wajib Pajaky;
Alatl ' g

¢, mendlak permohonan Wanh Pajak.

Fersetujuan arau persetu)uan scbagiain’ snpsliran atay pennndsan

sebagaimana dimaksud pada ayat {7) hurul a dan burf © paling [ama

diberikan untuk jangla walinr@d 1dﬁ£ puluh empat) bulan.

Pembayaran anpsuran selidp masa angsuran dan pembayaran Pajak

yang ditunda diserrai/bunpa/sebesar 1,6% [nol koma enam persen) per

bulan dan jumlabsPajalkk yvang masih harus dibayar, untuk janpka
waktu paling lamatl4 (dua puluh empat) bulan serta bagian dan bulan
dihitung penalh 1{sam) bulan.

K&a::laa_n. trahar sehagaimana dimaksud pada avat (2) dan avat [4)

melipuati

bengana alam;

kebalbarain:

kerusubhan masgsal atau huru-hara;

wabah penvakit; danfatal

» o el e

keadaan lan berdasarkan perambangan Wali Kota.
Kerentuwan Iebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian

kemudahan perpajakan Daerah diator dengan Peraturan Wali Kota,

EAB VT
KERAHASIAAN DATA WAJIE Padak
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Pasal 51
Setiap pejabar dilarang memberitahuken kepada pibhak lain scgzla
sesuatl yang dilketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wanb
Pujak dalam ranpka jabatan atau pekegaannya unmk menjalanksn
ketentuan peratutan  perundang-undangsn di bidang  perpajakan
Diaerah.
Laranpan scbagaimana dimalsud pada ayat (1} berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam
pelaksanaan ketentuan peraturan  perundang-undangan di blclang
perpajakan Dacrah.
Yang dikecualikan dan ketentuan sebagamana dimalisud 'pﬁda 2yvar (1)
dan ayal |2) adalah:
2. Pojabat dan/atag tenaga ahii yvang bertindak sei:ragm gaksi atau
shih dedam sidang pengadilan; dat 4
b. Pcjabat dan/atau tenaga ahl yang ditttﬁph‘.ﬂn olelh Wali Kota untuk
memberikan keterangan kopada pgabat lembsga negara atan
instan=l Pemerintah vang bcrwcria.ﬁg' mclaloukan pemenksaan
dalam bidang Kevangan Dacerah.
Untuk kepentingatt Daerab, Wali l{r:-ta berwenang memberikan izin
tertulls kepada pejabal/schapaumana dimalksad pads ayat (1) dan
tenaga ahli scbaguim@ns \dimalcsud pada ayat (2], ager memberikan
keterangan, memperlibaitkan bukh torulis dan atau tentzneg Wanb
Fajak kepada pihak vang ditunjuk.
Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau p-n::jclata. atas permmmtasan halom sesusan denesn huloum acara
pidana dar hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin
tertulis/ kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan

\tefiaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayar (2), untuk memberikat

dan memperlihatkan bukti tertuhs dan Keterangan Wajib Pagak yang
ada padanya.

Permintaan hakim schapaimana dimaksud pada ayat |5) harus
menyebutkarn nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
beraanghkutan denpgan keterangan yvang diminta,

BAE V]I
INSENTIF FEMUNGUTAN
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FPasal 52
Inztansi yanpg melaksanakan pemunguran Pajek dan Rewibusi dapat
diberi insentil atas dasar peneapaian kinerja tertentu.
Pemberian wmzentf sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan
ruelaitii AFBD.
Ketentnan lebih lanjut mengenal tata cara petnhenan dan permmanfactan
intsenii] sebagaimana dimaksoud pada avat (2] diatur dengan Peraturan
Wall Kota.

BAB VIII g
SISTEM PAJAK DAN/ATAU RETRIBUSI BERBASIS ELEKTRONIK

Fasal B3
Sistem Pajak dan/atay Retribusi berbasis El;el-:lruni]{ digunakan unmk:
. pengelolaan pajek dan/atau retribasi;
b. pemberan informasi dan/atan dokumen; dan/atay
C. pocmbayaran ataun pooyctoramn,
Fembayaran atau penvetoran p'&jﬂl{ danfatan  retibusi harus
dilakukan melalui Sistefn, Pajak  danfatau  Retribusi  berbasis
Elelotronile. \
Sistem Pajak dapfalau Relobus) berbasts Elekironik diselenpearsaban
olch Perangkat, Daerah sang menvelenggaraksn funpst pemungutan
pajak daecrsh, dan/atau Perangkat Daerah yang menyclenpgarakan
fangsi pemurguLan retribusi daeral.
In!‘mfmasi don Dokumen yang dicelak dan Sistemn Pajak dan/atan
Retmbls] berbasis Elektronik scbagaimana dimaksud pada ayat {1}

\merupakan alat bukti yang sah.

Fasal #4
Waktu pengiriman  andormast elektronik dan dokumen  elektronik
ditentitkan pada saat infornasi elektronik dan dokumen elektronik
telah dinyatakan terkiritn oleh zistem elektronik,
Waktu penertmaan suaiu informasi clektronik dan dokumen elektronik
ditentukan pada saat inlormasi elektronilk dan doloumen clektronik
telah dinyatakan dilerima oleh sistemn elekimmik,

kKetentnan  lentang  Sistem Pajale  cdanfatau  Retribusi  berbasis
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Elcktronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wal Kota.

BAB 1X
KETENTUAN PENYIDIEAN

Pasal 85

(1} Zelain Penyidik Pejabat Polisi Wegara Indonesia, Fenydil\Pegawa

()

MNegeri Sipl! di Jingkungan Pemerintah Daerah  dibegi WEWENAng

melaknikan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan
Draerah ini.
Wewenang penvidik sebagairmana dimaksudipada ayat (1] adalah:

=

menerima laporan, mencari, meppumpulkan dan  menelid
keterangan  berkengan dengan kebénaran tindak pidana atas
pelangearan Peraturan Daerab,

menelitl, mencan dan me:ngumpﬁilc:an kelerangan mengena orapg
pribadi atan badan lenfang kebenaran perbustan yang dilakcukan
sehubungan denganundak pidana yang dilakukan;

merminta ketegangan dan bahan bukid dart orang pribadi atau
badan tentangilelenaran perbuatan vang dilalukan sehubungan
gengan indak pidana yang dilakulkan;

memeﬁksa tuku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dolumen

lain, berkenean tindak pidana yvang dilakukan;

. anelabukan penggeledashan yntulr mendapatan bahan bukt buko-

buknt, catalan-catatan, dan dokumen-dekamen lain berkenzan

" tindak pdans vang dilakulsan, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebuat;

meminta  bantuan  tenaga ahli dalam rapgks pelaksanasn
tugas penyidikan;

menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal ditt

tersangka;

- memotret seseorang ysmg berkaitan dengan tindak pidana atas

pelanggaran Peratucan Daerah;

memangg! orang untuk  didengar keterangannyz  dan
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diperiksa sebapai tersangka ataw saksr,

j. penghentian penyidikan;

k. melzlukan tindakan lain yang perlu unik kelancaran penyvichkan
tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Dacrah menurat hukum
vang dapat dipertangpungawabian.

i3} Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) memberitahukan
dimulainva penyidikan dan meovampaikan hasil penyidilannya
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan kctentuan yang dm=tur dalan

Kitab Undang-urdang flukum Acara Pidana.

BAE X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Wajitas Pajek vany karens kealpaanbyea fidak memenuohi kewajiban
perpajakan, tdak memenuhn @dokamen surat pemberitahuan pajak
dacrah secara benar dan Imgkap.strta hdak disampriksan kepada
Pemerintah Daerah =ehingga merigikan Keuanpgan Daerah, disncmm
dengan pidana kupingan paling lama 1 (satu] tahun aran pidana
denda paling basyak 2 [Jdyal kali jumlah Pajals rematang vang tidak
atau kurang dalbmgar.

{2y Wanbk Pmak ywang denpgan senpaja tdak memenubn  kewapban
perpajakan. tidak memenulld dokumen surat pemberitahvan pajak
daerah, Secora benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada
PEt"['!-E'r"lnTﬂh Dacrah sehingga merugikan Kevangan Daerah, diancam

Adenean prlana penjara paling lama 2 [dua) tahun ataw pidana denda
‘paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah Pajak ternutang yang ddak atan
kurang dibayar,

Pazal 87
Tindak pidana di bhidang perpajakan Dacrah tdak dapat dituntoe
apabila telahn melatnpaui jangks waktu 5 {lima] tahun terhitung, sejak
saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir ata Lagian Tahun
Papak berakhir atau Tahun Pajak yang bersanpkutan beralkhir.
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Paazal 282
Wajib Retribusi yang tidek melaksanakan kewajiban membayar atas
layanen yvang digunakan/dmkmati, sehingga merupkan Keuangan
NDaerah, diancam dengan pidana warungan paling lama 3 (Gga) bulan
atay pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dan jumlah Eetnibsi
Lerutang vang tidak atau kurang dibayar,

Pasal 80
Feiabat =tau tenaga ahli vang melangpar larangan kerahasizan data
Wajib  Pajall, dianeam dengan pidana  berdasarkan perapitan

prrundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

{1} Dalam hal Wajiky Pajak atau Wajib Rerribusi tidak memenuhi kewajiban
di kidang perpajakan Dacrab dan Rerribudi, Weiib Pajak atan Wajib
Eetribusi dikenalkan sanlesi gdnﬁniatrati[ berupa  bungs, dJdenda,
dan/atau kenaikan Pajak atzu Retribusi.

{2} Ketentuan lehih  lanjot Sniengenal  pengenaan  sanksi  admimistratif
sebagaamana dimaksud“padgavat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota
dengan berpedomanspads kelenluan peralivan perundang- undangan di
bidang pcrpajakan Bacrah dan Botnbusi.

Pasal 91

(1] Wajil ,Fajﬁk' yvang Lliclak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
dil{'l:l'l;ﬂiﬁ.n sanksl admoistratd berupa dende.

(2] Sarksi administratif berupa denda sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan denegan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar RpS00.000,00
flima ratus ribu rupiah) vnouk setiap SPTPD.

(3] Sanksi administratf beropa dends sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ddak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

i4) Kriteria keadaan Kahar scbagaimana dimaksud pada ayat (3) yaita:

a. bencana alam;
b kebakatan;
kerusuhan massal atau huro hara;

&

d. wabgh penyakit; dan/atau




=

EE

keadann lain berdasarkan pcrtimbangan Wal: Kota.

BAB XII
KETENTUAN FPERALIHAN

Pasal 92

(1} Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BENKE, mulal Berlaia

(2

{#

pada 1AngrAal 3 JJanoar 2025, :

Peraturan pelaksuntaan Peraturan Dagrah Kota Swrakarta Nomor 13
Tahun 2010 tenlang Bea Perolchan Hak alas Tanah dan Banguhan,
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 43%Tahun 2011 tentang
Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotasn, Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomer 9 Tahuh 2011 tentang Hetnbusi aerah
dan perubahannya dan Peratafan Daerah ¥oza Surakarta Nomoy 11
Tahun 2018 rentang Pajak Daﬁ'r&ﬁ dinyatakan masih tetap berlalmu
gepanjang lidak berteotanpsn dengan kelentuen dalam Peratuaran
Draerah 1mi.

Tertiadap hak datikewsajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang
behnn  diselegailtdn sebelum Peraturan Daerah ini diondangkan,
penvelesaianniye o dilakukan berdasarkan perataran perandang-
undangan™di bidang Pajak dan Retnbusi vang ditctapkan scbelum
berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai

\pelaksanaan  pemanfaatan  barang  milik duerah yene  (elah

dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai

herakhimmys masa perjanjEn,

BAB X111
KETENTLUAN FENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Dacrah ini harus sudah ditetapkan

pahing lama i (satu) talmn sejak Peraturan Daerah :ni diondangkan.



Pasal 94

Pads saat Pergtilraty Daerah ini mulal berlaloa:

5.

Peraturen Deerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 (eEntang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunsn [Lembaran Daerah Kota
Surakaria Tahun 2010 Nomor 13

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 13 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunon Perdesaan dan Perkotaart (Lembaran Dacrah Kota
surakarta Tahun 2011 Nomor L2);

Peraturan Diacrah Hota Suralkarta Nomor 9 Tahun 2011 fcnt-&ing
Eetnbusl Dacrah [Lembaran Dasrah Kota Surakara "I‘a_hu_1"1 2001 "Nomor
7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta
Momor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peratwran Daerah Kota
Surakarla Momor © Tahun 2011 tentang Rc{:ribusi Bracrah (Lembaran
Daecrah Eota Surakarta Tahun 2016 Hnmnf 5y Tambahan Lembaran
Dacrah Keta Surakarta Momor 52); dan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nofor(t1 Tabun 2018 tentang Pajok
Daerah [Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Dasrah Kbtd Surakarta Nomor 89);

dicabut dan dinyalakan tdaek/beriaku,

Pazal 95

Peraturan Daerzh i mulai berlabn pada tangral divadangkan.

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah  imi\dengan penempatannoya dalam  Lembaran  Daerah  Kota
Surakarta, .

Ditctapkan di Surakarta
pada tanggal
WALl KOTA SURAKARTA,

GIBEAN RAKABUMING RAKA ?

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal
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SEKRETARIS DAEFAH KOTA SURAKARTA,

AHYANT

LEMHARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHLIN 2023 NOMOK....

NORECG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, FROVINGI JAWA TENCAH
Y




L.

S

FEM.JELASAM
BRANCAMNGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR._TAHUN __.
TEWNTANG
PAJAK DAERAH AN RETRIBLUIE] DMERAH

UMUM

Pajok Daeraly dan Retribusi Daerah mempakanlﬂumhﬂr
pendapatan dacrak VAQNE  penting untuk Y, membiayail
penyelenggarasn pemenntah  dacrah dan © .ﬁlcningkar_ka.n
prlayan=n kepada masyarakat. Pemungutan Fzjak Daerah dan
Retribusi Dacrah berdasarkan prinsip démc;l-:rasi, permerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akunizbilitas dengan
mcmperhatikan potensi daerah‘;:lélﬁ pencapaian pembangunan
Kiota Surakarte. : \

Berdasarkan Pasal ESEr avat (1] Undanp-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Femernntahan Daerah dan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor | Takln 2022 tentang Hubungen Kelangan
antara Pemeénntazh Pusat dan Pemerintahan Daerah, s=haruh
ketentnar“Pajak Daersh dan Retribusi Dacrah ditetapkan dalam
zatu Peraguran Daerah pang menjadi dasar pemungutan Pajak
Daeildan Retribusi di Dacrah. Dalam hal ini periu penyesvaian
t'cr]«::a_it"peraturan Vajak Daerah dan Retribiisi Daerah di Kota
ﬁlﬁii’akﬂrtﬁ sehagal upava sinkronisas] den harmonisasi regulasi

yang ada.



Denwan latar belakang tersebut, pengaturan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah di Kora Surakarta sudah tidak sesuai
dengen aspek kebutuhan dacrah dan perkembangan saat ini
sehinppa perlu disesuaikan, Uniuk itulah disusun Peraturan
Dacral tentang Pajak Dacrah dan Eetribusi Daerah 4@ Kota
Surakarts sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-
undanpan sesuai dengan landasan filosefis, sosiologis dan
vuridis, mrmperhatikan  kemampuan  masyarakal l:]alam
penentuan  struktur, penyesuajan tarif  pajak daerah dé:i
ratribusi daerah, obyck-obyek pajak daerah dan ”];eti'ihus.i
daerah vang baru, serta peningkatan PAD untu{kapéiﬁ'ﬁ;anguﬂan
Dieerah Kota Surekarta yang berkelanjutan, «

[1. FASAL DEMI PASAL

Pazal 1 ANV
Culoup jelas. N \.J
Paga] 2 \
Ayat (1) ( A
huruid )
Cukﬁpjelas-
~i"]’"iuruf Iz

e

Cukup jelas.

o
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